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MOTTO

“WHEN YOU CAN DO A GOOD THINGS THAT I CAN, AND YOU DON'T.
AND THEN THE BAD THINGS HAPPEN, THEY HAPPENS BECAUSE
YOU”

(Ketika kamu bisa melakukan sesuatu yang baik seperti yang saya lakukan tapi
kamu tidak melakukannya, dan sesuatu yang buruk terjadi. Itu terjadi karena
salahmu)

“IF YOU COULD DO GOOD THINGS FOR OTHER PEOPLE YOU HAD A
MORAL OBLIGATION TO DO THOSE THINGS, NOT CHOICE, BUT
RESPONSIBILITY”

(Jika kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, kamu mempunyai
kewajiban terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut buat dirimu sendiri)

(PETER PARKER, AMAZING SPIDERMAN)
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ABSTRAK

Maulida, Fachri. 2018, SKRIPSI. Judul : “Analisis Penentuan Margin Keuntungan
Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari

Kota Malang.

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., AK., CA

Kata Kunci : Margin Keuntungan, Pembiayaan Murabahah, Logam
MULIA

Produk pembiayaan murabahah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Syariah Landungsari Kota Malang dikenal dengan nama Murabahah Logam
Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) yang merupakan pembiayaan jual beli
emas logam mulia secara tunai maupun angsuran dengan prinsip syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan margin keuntungan
serta implementasi Standar Operasional Prosedur pada penerapan praktik di
lapangan pembiayaan murabahah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Landungsari
Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui dua
pendekatan. Pertama, peneliti melakukan observasi ke outlite Pegadaian Syariah
dengan cara membeli produk MULIA. Dengan cara ini, peneliti dapat mengetahui
penentuan margin murabahah di Pegadaian Syariah. Kedua, peneliti melakukan
wawancara kepada salah satu karyawan di bagian Strategi Bisnis Unit (SBU)
Syariah PT. Pegadaian (Persero). Interview dilakukan untuk mendapatkan
informasi tentang proses penentuan margin agar mendapat data yang lebih
signifikan dan lengkap.

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menerima total margin
keuntungan sebesar Rp. 85.414 yang didalamnya terdapat biaya administrasi Rp.
50.000, margin penjualan 2,5% sebesar Rp. 15.725, dan margin angsuran 3,94%
sebesar Rp. 24.783. Peneliti mendapatkan diskon margin sebesar Rp. 5.094,
sehingga margin angsuran bersih sebesar Rp. 19.698. Penentuan margin
keuntungan pembiayaan murabahah telah memenuhi syarat syariah yaitu dengan
menggunakan prinsip suka sama suka yang diatur dalam Al Qur’an surat An-Nisa
ayat 29. Ayat ini menyatakan bahwa setiap transaksi tidak seharusnya
memberatkan nasabah. Dengan dasar tersebut, praktik pembiayaan murabahah
telah sesuai dengan aturan tertulis di dalam Standar Operasional Prosedur
perusahaan.
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ABSTRACT

Maulida, Fachri. 2018. THESES. Title : “The Analysis of Profit Margin
Determination toward Murabahah Financing Product
at PT. Pegadaian Syariah (Persero) Branch of
Landungsari Malang”

Advisor : Nawirah, SE., MSA., AK., CA

Keywords : Profit Margin, Murabahah financing, Gold

Murabahah financing product at PT. Pegadaian Syariah (Persero) branch
Landungsari Malang which called as Murabahah Logam Mulia untuk Investasi
Abadi (MULIA) which is defined as a gold trade financing in a cash or credit in
accordance with Sharia laws. This research aims at exploring the determination
process of profit margin and the implementation of Standard Operating Procedure
in the practice of murabahah financing at PT. Pegadaian Syariah (Persero) branch
of Landungsari Malang.

This study uses qualitative method with two approaches. First, the
researcher conducted an observation to one of Pegadaian Syariah outlets by
purchasing MULIA product. By doing this way, the researcher can discover the
determinatination of murabahah financing at PT. Pegadaian Syariah. Second, the
researcher also conduct in-depth interview to Strategi Bisnis Unit (SBU) assistant
manager. Interview is noteworthy to conduct in order to get the information about
profit margin determination to achieve more significant and valuable data.

The result of this study confirms that researcher get total of profit margin Rp.

85.414 in which there is administration cost Rp. 50.000, sales margin 2,5% Rp.
15.725, and installment margin 3,94% Rp. 24.783. Reseacher get discount margin
Rp. 5.094 that’s means net installment margin is Rp. 19.689. The determination of
profit margin for murabahah financing has considered the terms of sharia laws by
using consensus principle which is mentioned in Quran surah An Nisa verse 29.
This verse explains that any transaction should not bother customers. With this
basis, therefore, the practice of murabahah financing has been compatible with the
regulations written on Standard Operating Procedure of the firm.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mulai
berkembang sejak tahun 1999 khususnya pada Perbankan Syariah dengan
berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang
merupakan penyempurnaan dari undang undang nomor 7 tahun 1992.
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah membawa dampak baik untuk
perkembangan akuntansi syariah melalui praktik akuntansi syariah yang aplikatif
sedangkan akuntansi syariah yang normatif, tatanan akademik perlu terus
dikembangkan untuk penyempurnaan akuntansi syariah yang sudah ada saat ini.

Akuntansi Syariah mempunyai pengertian yang sama dengan akuntansi
konvensional tetapi yang membedakan adalah akuntansi syariah mempunyai
aturan dasar yang berlandaskan syariat Islam dalam pengakuan, pengukuran,
pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak serta kewajiban secara adil.
Dalam Islam tidaklah adil jika berkurangnya hak-hak dan kewajiban. Allah
mengharuskan bahwa setiap seorang muslim harus bersikap adil dan jujur di

dalam segala urusannya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90 :

A&

55805 1800 Kb © S Sl el e atis il o3 stas syl Jaly s gy

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kaum) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (Q.S
An Nahl 16:90).

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Akuntansi Syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran,
pencatatan transasksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil.

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 282 :
o % P 2> 2 .C:.,,)°< P Bt o~ g0 oo 4 s - RN
JAIL Gy By 356 2ok JT L 30 FE3 5L AT Gl el g

“Hai, orang-orang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk
jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan jujur” (Q.S Al Bagarah
2:282)

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia merupakan
alternatif yang positif ditengah-tengah keberadaan Bank Konvensional yang
menguasai aktivitas perekonomian di Indonesia. Dengan berkembangnya lembaga
keuangan syariah merupakan solusi yang tepat bagi umat Muslim atas
permasalahan terkait fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan
telah mengharamkan bunga bank.

Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang karena umat Islam
menganggap bunga bank adalah suatu hal yang diharamkan dalam syariat, Allah
berfirman dalam Surah Al Bagarah Ayat 275 :

&) 52 ) 4D gl
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al Bagarah 2:275).

Lembaga Keuangan Syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional
yang lebih adil khususnya pada sistem loss profi sharing (bagi hasil) yang ada
pada produk Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yaitu Mudharabah dan

Musyarakah. Antonio (2001:7) menyatakan bahwa produk Mudharabah dan



Musyarakah masih tersisinkan sehingga dalam lembaga keuangan syariah
transaksi pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan murabahah
yaitu pembiayaan jual beli dengan sistem “Mark-up”. Murabahah merupakan
sistem jual beli dengan harga jual berdasarkan kesepakatan antara lembaga
keuangan syariah dan nasabah.

Transaksi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya
perbankan syariah menempati porsi yang paling besar diantara pembiayaan
lainnya, bahkan pada Bank Pembiayaan Rakyat hampir seluruh transaksi
penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual beli murabahah. Pembiayaan
murabahah di lembaga keuangan syariah sampai tahun 2017 lebih mendominasi
dibandingkan pembiayaan lainnya yaitu hingga mencapai 60% (Saparie, 2017).
Dominasi pembiayaan murabahah disebabkan karena paradigma para pelaksana
Bank Syariah yang menyamakan dengan menganalogikan bahwa pembiayaan
murabahah di lembaga keuangan syariah sama akan halnya dengan kredit
kendaraan bermotor atau kredit kepemilikan rumah yang disalurkan oleh Bank
Konvensional, walaupun secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang
mendasar.

Prosentase pembiayaan murabahah yang menempati porsi paling besar
diantara pembiayaan lainnya di Lembaga Keuangan Syariah tidak membuktikan
bahwa praktik murabahah sudah dijalankan dengan baik sesuai syariat Islam.
Pembiayaan murabahah masih memiliki beberapa kendala dalam praktik di
lapangannya. Peneliti telah menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Mustofa (2012) yang berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada



Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega
Syariah Kaliwungu”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan
pembiayaan murabahah yang dilakukan Bank Mega Syariah Kaliwungu pada
pembiayaan modal kerja di unit Mega Mitra Syariah belum memenuhi ketentuan
syariah.

Ketentuan pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah belum sesuai
dengan hukum syariat Islam dalam beberapa aspek dari segi syarat rukunnya,
dikarenakan terdapat dua akad dalam pelaksanaannya yaitu akad wakalah yang
dilakukan bersamaan dengan akad murabahah. Bank Mega Syariah hanya
memberikan “uvang” kepada nasabah untuk membelikan barangnya, hal ini
menimbulkan indikasi bahwa adanya ketidakjelasan barang yang akan dibeli oleh
nasabah, hal itu bertolak belakang prosedur murabahah yang diatur syariat Islam.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No. 04/DSN-MUI/I1\VV/2000
dan PSAK No 102 menyatakan bahwa Murabahah dapat dilakukan berdasarkan
pesanan atau tanpa pesanan. Dalam praktik murabahah, penjual (lembaga
keuangan syariah) melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga setelah ada
pesanan dari pembeli (nasabah). Bank Mega Syariah dalam menentukan margin
keuntungannya juga masih tergantung dengan jangka waktu dan besarnya
pembiayaan, bukan tergantung pada pembelian barang yang riil sehingga ini
mengindikasikan adanya praktik riba’ yang diharamkan syariat Islam.

Penyebab pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah yang tidak
sesuai dengan syariat Islam dikarenakan Bank Mega Syariah tidak mengikuti

beberapa prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang sudah diatur



dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah. Dengan begitu, Bank Mega Syariah sudah sangat jelas tidak
melakukan ketentuan murabahah sesuai dengan aspek-aspek operasional akad
murabahah yang sudah diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.
04/DSN-MUI/1V/2000 dan PSAK No 102.

Wiroso (2011:75) menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Konvensional
dalam melaksanakan transaksi kredit kendaraan bermotor atau kredit kepemilikan
rumah tidak pernah memberikan barangnya melainkan hanya menyediakan
“uang” sejumlah kebutuhan nasabah untuk membeli barang tersebut, sehingga
lembaga keuangan konvensional memperhitungkan keuntungan dalam bentuk
bunga atas dasar uang yang diberikan. Sedangkan dalam murabahah yang
diberikan ialah berupa “barang” dan keuntungan didasarkan pada kesepakatan
yang tidak merugikan kedua belah pihak sehingga tidak ada kaitannya uang yang
diberikan dengan keuntungan yang diperoleh.

Praktik murabahah di lembaga keuangan syariah dan BMT juga masih
memiliki kendala dalam menentukan margin keuntungan yang masih merujuk
kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing, dll. Terdapat banyak kritikan-
kritikan dalam pelaksanaan murabahah terhadap beberapa praktik yang dilakukan
lembaga keuangan syariah dan BMT. Pembiayaan murabahah selama ini masih
dianggap sama dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional.

Pernyataan diatas dapat membuktikan bahwa referensi dalam
menentukan margin keuntungan murabahah berdasarkan atas rekomendasi, usul,

dan saran dari tim ALCO (Asset and Liability Management Committe) yang



berfungsi sebagai alokasi dana-dana dan pengelola posisi bank agar tersedia
kecukupan dari likuiditas, serta untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan
risiko. Tim ALCO mempertimbangkan beberapa hal menentukan margin
keuntungan murabahah yaitu antara lain :

1. Tingkat rata-rata margin keuntungan lembaga keuangan syariah

sebagai kompetitor langsung (Direct Competitor’s Market Rate)

2. Tingkat rata rata suku bunga lembaga keuangan konvensional sebagai

kompetitor tidak langsung (Indirect Competitor’s Market Rate)

3. Target bagi hasil yang diharapkan untuk diberikan kepada investor

(Expected Competitive Return For Investors)

4. Biaya langsung yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syariah

untuk memperoleh aset murabahah (Acquiring Cost)

5. Biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan

Syariah untuk memperoleh aset murabahah (Overhead Cost)

Fithria (2015) dalam penelitiannya yang mengarah pada aturan diatas
menyatakan bahwa proses penentuan margin keuntungan murabahah masih
menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang
merupakan produk utama dalam lembaga keuangan konvensional. Bahkan
penentuan margin keuntungan yang diberikan terkadang lebih besar dari suku
bunga konvensional.

Fithria juga menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah sama
dengan akad jual beli barang pada harga pokok yang diketahui pembeli atau

nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Transaksi jual beli ini



dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran, akibat adanya jual beli secara
angsuran maka timbullah piutang murabahah. Hal ini menimbulkan kesan dari
masyarakat yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah praktiknya sama
dengan pemberian kredit berbunga oleh lembaga keuangan konvensional

Kondisi seperti ini mengindikasikan adanya sebuah presepsi dari
masyarakat yang kurang baik terhadap lembaga keuangan syariah yang tidak ada
bedanya dengan lembaga keuangan konvensional bahkan mungkin lebih kejam
dalam memberikan harga jual dengan margin tambahan. Oleh karena itu menjadi
hal yang sangat menarik apabila peneliti mengkaji lebih dalam tentang kebijakan
yang diberikan lembaga keuangan syariah dalam menentukan margin keuntungan
murabahah. Apabila penentuan margin keuntungan murabahah yang dilakukan
oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan harga jual masih merujuk pada
suku bunga adalah paradigma yang menyesatkan. Allah telah berfirman dalam

surat An-Nisa ayat 29 :
o) p e dif ol g 28 o 55 52 6,85 T ey oS oKt BT T i
Ly 25 08l
“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama
suka (Q.S. An-Nisa : 29)
Logam mulia saat ini mempunyai beberapa aspek yang menyentuh
kebutuhan manusia sehingga permintaannya sangat tinggi. Logam mulia
merupakan barang komiditi yang memiliki nilai estetis yang tinggi. Logam mulia

juga merupakan jenis investasi yang secara riil nilainya stabil, likuid, dan aman.

Seperti diketahui harga logam mulia pada saat ini semakin hari semakin



melambung. Logam mulia juga sering diidentikkan sebagai barang berharga
dengan nilai estetis yang tinggi.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu BUMN terbesar dan
terpercaya di Indonesia yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada
masyarakat. PT. Pegadaian (Persero) memiliki staregi bisnis unit produk-produk
berbasis syariah lewat PT. Pegadaian Syariah. Produk-produk berbasis syariah di
PT. Pegadaian (Persero) memiliki peraturan konkrit yang tertulis dalam fatwa-
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Produk MULIA di Pegadaian Syariah memiliki tren naik setiap tahunnya.
Contohnya pada saat menjelang datangnya bulan ramadhan setiap tahun,
mayoritas pembiayaan yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) merupakan
pembiayaan emas dengan prosentase mencapai hingga 90%, diantaranya 50%
terjadi pada pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah (Dwinanda, 2018).

Jual beli logam mulia di PT. Pegadaian Syariah dilakukan lewat akad
pembiayaan murabahah dengan metode pembayaran secara tunai maupun
angsuran, prosesnya cepat dan jangka waktu yang fleksibel. Di PT. Pegadaian
Syariah produk murabahah dinamakan dengan Pembiayaan MULIA (Murabahah
Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Jenis emas batangan yang disediakan oleh
PT. Pegadaian (Persero) berupa logam mulia yang dipesan melalui PT. ANTAM
dengan kadar 99,99% dengan berat 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250
gr, dan 1 kg.

Produk-produk pembiayaan berbasis syariah yang dijalankan Pegadaian

Syariah memiliki karakteristik utama yaitu tidak memungut bunga dalam bentuk



apapun karena itu merupakan transaksi riba’ yang diharamkan dalam syariat
Islam. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pegadaian Syariah dengan
mengangkat konsep untuk penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penentuan
Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang.
1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan dalam Standar Operasional Prosedur produk pembiayaan
MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang menyatakan
bahwa penentuan margin keuntungan yang tidak memberatkan nasabah. Prinsip
suka sama suka yang difirmankan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 menjadi
tolak ukur dalam penentuan harga jual dan margin keuntungan pembiayaan
murabahah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang. Peneliti
tertarik mengetahui bagaimana prosedur kebijakan yang ada di Pegadaian PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang dapat di aplikasikan dalam
praktik lapangannya. Maka, pernyataan diatas dapat disimpulkan menjadi :

1. Bagaimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
dalam menentukan margin keuntungan produk pembiayaan MULIA?

2. Bagaimana kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur dan praktik di
lapangan dalam penentuan margin keuntungan di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kebijakan penerapan penentuan margin keuntungan

murabahah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang.
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2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang dalam menentukan margin keuntungan
murabahah sehingga tidak ada lagi keraguan nasabah terhadap lembaga
keuangan syariah yang masih menganut konsep riba

1.4 Manfaat Penelitian
Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-
kurangnya diharapkan dapat memberikan manfaat, yatitu

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti memiliki
nilai bagi berbagai pihak, terutama penelitian ini bermanfaat kepada
praktisi dan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia untuk dapat
memahami dan mendalami ekonomi syariah khususnya produk-produk
yang ada di PT. Pegadaian (Persero)

2. Manfaat Praktis
Meluaskan wawasan pengetahuan masyarakat luas mengetahui dalam
memahami mekanisme aktivitas jual beli logam MULIA dengan prinsip
syariah yang dikenal dengan pembiayaan murabahah, sehingga
pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama bagi masyarakat khususnya
masyarakat muslim di Indonesia untuk bertransaksi jual logam MULIA

yang sesuai syariat Islam.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Angga, (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan
Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT-
MMU Sidogiri, Pasuruan)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur
sistem pembiayaan murabahah yang sesuai dengan syariat silam dan dapat
menggambarkan margin pembiayaan murabahah pada BMT-MMU. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah prosedur
pembiayaan pada BMT-MMU telah dilakukan dengan baik karena menetapkan
sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syariah, efektif, efisien, berjalan
sesuai dengan program Kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang
diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling
menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan BMT.

lenas, (2015) dalam tugas akhirnya melakukan penelitian yang berjudul
“Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Mega
Syariah Cabang Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
perhitungan margin akad murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang
ditinjau dari segi teori konsep perhitungan murabahah. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
adalah kebijakan perhitungan margin keuntungan dan pengakuan pembayaran
angsuran yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah cabang semarang
menggunakan margin keuntungan flat. Namun pelaksanaan dilapangan belum

sesuai dengan konsep teori tentang penerapan margin yang ada. Peneliti merujuk
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teori penetapan margin yang ditulis oleh Adiwarman Karim dalam
bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan. Fithria, (2015)
juga meneliti tentang Penetapan Margin Murabahah dengan judul “Analisis
Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pada Pembiayaan
Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara”. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan margin
keuntungan pada pembiayaan murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda dengan variabel biaya operasional, profit target,
cost of fund, risk cost, dan tingkat rata-rata margin pasar. Penelitian ini
menghasilkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penetapan margin
murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara secara signifikan adalah biaya
operasional yang memiliki nilai profitabilitas 0,0048 lebih kecil dari nilai
kritisnya 5% dan variabel ini memiliki nilai koefisien sejumlah -4,002 , risk of
cost memiliki nilai profitabilitas 0,0038 lebih kecil dari nilai kritis nya 5% dan
variabel ini memiliki koefisien sebesar 1,407 , dan rata-rata margin pasar
memiliki nilai profitabilis sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai kritisnya 5% dan
variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,955. Sedangkan cost of fund tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap profit margin pada pembiayaan
murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara karena memiliki nilai profitabilitas
sebesar 0,103 lebih besar dari nilai kritis 5%, dan profit target tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Se-
Kabupaten Jepara karena memiliki nilai profitabilitas sebesar 0,243 lebih besar

dari nilai kritis 5% dan variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar -0,408.
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Shuffah, (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Metode
Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus
BMT Al-Falah IKMI)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi dari
BMT yang pada umumnya sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana, dan
pelayanan jasa, penentuan harga jual dan tingkat margin murabahah harus jelas
untuk menghindari adanya riba dan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan
deskripti kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menghasilkan bahwa
BMT Al-Falah IKMI hampir sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI
terhadap status nya sebagai BMT dan metode perhitungan margin murabahah
merupakan hasil rapat Komite Pembiayaan di BMT dengan menggunakan metode
proporsional yang diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI No.84

Putri, (2016) melakukan penelitian dengan judul ‘“Analsisi Penerapan
PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah
Mandiri)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem
pembiayaan murabahah di Bank Mandiri Syariah sesuai dengan standar PSAK
No. 102. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri menjadi pihak
penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi
satu ijab qgabul dan kesepakatan. Hal seperti ini belum memenuhi ketentuan
syariat Islam karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum
sesuai dikarenakan status bank dalam penelitian ini sebagai penyedia dana, kasus
ini bertolak belakang dari ketentuan murabahah yang sesuai syariah islam yaitu

bank hanya menjadi jembatan untuk nasabah dalam memperoleh aset murabahah.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
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perhitungan
murabahah

No | Nama, Tahun, Variabel dan Metode / Hasil Penelitian
Judul Indikator Analisis
Penlitian Penelitian Data
1 | Angga, (2014) | Mengetahui Jenis Prosedur  pembiayaan
Analisis prosedur  sistem | Penelitin pada BMT-MMU telah
Penetapan pembiayaan dengan dilakukan dengan baik
Profit Margin | murabahah yang | Metode karena menetapkan
Pada Produk | sesuai dengan | Deskriptif | sistem pembiayaan
Pembiayaan syariat silam dan | Kualitatif yang sesuai dengan
Murabahah dapat tuntunan syariah,
(Studi  Kasus | menggambarkan efektif, efisien, berjalan
Pada  BMT- | margin sesuai dengan program
MMU Sidogiri | pembiayaan kerja organisasi serta
Pasuruan). murabahah pada terciptanya pencapaian
BMT-MMU. hasil yang diharapkan
BMT dengan tetap
mempertahankan
kaidah untuk saling
menguntungkan kedua
belah pihak antara mitra
dengan BMT
2 lenas, (2015) | Bertujuan untuk | Jenis Hasil dari penelitian ini
“Implementasi | mengetahui penelitian | adalah kebijakan dalam
Perhitungan penerapan ini perhitungan margin
Margin  Pada | perhitungan menggunak | keuntungan dan
Pembiayaan margin akad | an metode | pengakuan pembayaran
Murabahah Di | murabahah di | penelitian | angsuran yang
Bank Mega | Bank Mega | kualitatif ditetapkan oleh Bank
Syariah Syariah  Cabang Mega Syariah cabang
Cabang Semarang ditinjau semarang menggunakan
Semarang” dari teori konsep margin keuntungan flat.

Namun pelaksanaan di
lapangan belum sesuai

dengan konsep teori
tentang penerapan
margin ~ yang  ada.

Peneliti merujuk teori
penetapan margin yang
ditulis oleh Adiwarman
Karim dalam bukunya
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Bank
Figih

yang berjudul
Islam  Analisis
dan Keuangan.

Fithria, (2015) | Variabel  Biaya | Analisis Terdapat pengaruh dari
Analisis Faktor | Operasional, data yang | Biaya Operasional,
Yang Profit Target, | digunakan | Profit Target, Cost Of
Mempengaruhi | Cost of Fund, | menggunak | Fund, dan Risk Cost,
Penetapan Risk Cost, dan|an analisis | Rata Rata Margin Pasar
Margin Tingkat Rata-Rata | linier yang berpengaruh
Murabahah Margin Pasar. berganda memiliki  kemampuan
Pada untuk menjelaskan
Pembiayaan variabel Profit Margin
Murabahah di pembiayaan murabahah
BMT Se- selama periode
Kabupaten penelitian sebesar
Jepara. 61,9% vyang dapat
dilihat dari nilai
adjusted R-Squared
sebesar 0,619. Sisanya
39,1% dapat dijelaskan
oleh  variabel-variabel
lain yang tidak terdapat
dalam penelitian ini.
Shuffah, Menjelaskan Analisis BMT Al-Falah IKMI
(2015) fungsi dari BMT | data hampir sepenuhnya
Analisis yang pada | menggunak | memenuhi  ketentuan
Metode umumnya sebagai | an metode | fatwa DSN-MUI
Perhitungan penghimpun dana, | deskriptif terhadap status nya
Margin menyalurkan kualitatif sebagai BMT dan
Murabahah dana, dan | dengan metode perhitungan
Pada Produk | pelayanan  jasa | pendekatan | margin murabahah
Piutang dan penentuan | studi kasus | merupakan hasil rapat
Murabahah harga jual dan Komite Pembiayaan di
(Studi  Kasus | tingkat ~ margin BMT dengan
BMT Al-Falah | murabahah harus menggunakan metode
IKMI). jelas untuk proporsional yang
menghindari diperbolehkan  dalam
adanya riba dan fatwa DSN-MUI No.84
ketidakadilan.
Putri, (2016) | Kesesuaian sistem | Analisis Bank Syariah Mandiri
Analsisi pembiayaan data menjadi pihak penyedia
Penerapan murabahah di | menggunak | dana dengan
PSAK 102 | Bank Mandiri | an metode | menggabungkan akad
Atas Syariah deskriptif | wakalah dan murabahah
Pembiayaan berdasarkan kualitatif menjadi satu ijab gabul
Murabahah standar PSAK dan kesepakatan. Hal
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(Studi  Kasus | No. 102 seperti ini belum
Pada Bank memenuhi  Kketentuan
Syariah syariah islam karena
Mandiri). dari segi Syarat

rukunnya ada beberapa
aspek yang  belum
sesuai dikarenakan
status  bank  dalam
penelitian ini  sebagai
penyedia dana, kasus
ini  bertolak belakang
dari ketentuan
murabahah yang sesuai
syariah  islam  yaitu
bank hanya menjadi
jembatan untuk nasabah
dalam memperoleh aset
murabahah.

Sumber : primer (diolah) Oktober 2017

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya tertutama pada
penelitian yang dilakukan oleh Fithria (2015) terletak pada metode penelitian.
Fithria (2015) melakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk mengetahui
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penentuan margin keuntungan
pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan metode
kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui mengetahui mekanisme penentuan dan
perhitungan margin keuntungan serta pelaksanaan akad pada pembiayaan
murabahah.

Terdapat 5 variable dalam penelitian yang dilakukan Fithria (2015) yaitu
biaya operasional, profit target, cost of fund, risk cost, dan tingkat rata-rata margin
pasar. Sedangkan penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan keadaan
sesungguhnya yang dijalankan di PT. Pegadaian Syariah tentang penentuan

margin keuntungan produk pembiayaan murabahah.




17

Persamaan penelitian yang dilakukan Fithria (2015) terhadap penelitian
ini adalah sama sama membahas tentang topik penentuan margin keuntungan
pembiayaan murabahah. Margin keuntungan yang dibahas kedua peneliti
merupakan faktor yang memiliki peran penting terhadap kelangsungan hidup
sebuah lembaga keuangan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga
(2014), lenas (2015), Shuffah (2015), dan Putri (2016) terletak pada konsep acuan
cara penentuan margin keuntungan murabahah. Jika penelitian terdahulu
menggunakan acuan teori dalam buku dan regulasi fatwa dewan syariah nasional
maupun PSAK No. 102 tentang murabahah, maka penelitian ini menggunakan
konsep yang diatur langsung oleh Al Qur’an yaitu konsep prinsip suka sama suka
yang terdapat di Surah An Nisa ayat 29. Serta penelitian ini dapat mengetahui
apakah standar operasional prosedur perusahaan dalam penentuan margin sudah
diberlakukan dengan efektif dan sesuai.

Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan
yaitu menggunakan metode kualitatif. Topik yang diangkat juga berkenaan
dengan pelaksanaan cara penentuan margin keuntungan pembiayaan murabahah

yang sesuai dengan syariat Islam.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.2. Kajian Teoritis
2.2.1. Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai sejak
tahun 1999 khususnya perbankan syariah setelah berlakunya Undang-undang
nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang
nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangnya undang-
undang perbankan syariah di Indonesia maka mendorong perkembangan
Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, Lembaga
Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan juga Lembaga
Keuangan Mikro Syariah yang sering disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Wiroso, 2010:1).

Perkembangan lembaga keuangan syariah mengakibatkan munculnya
pertanyaan dari masyarakat tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank
Konvensional dari segala kegiatan yang dilakukan keduanya. Untuk
mengetahui hal tersebut perlu dibahas terlebih dahulu dalam tatanan Lembaga
Keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia yang secara umum
membedakan antara Lembaga Keuangan Bukan Bank yang banyak bergerak
di sektor riil seperti Lembaga Pembiayaan, Perasuransian, Pegadaian dan
Lembaga Keuangan Bank yang bergerak pada sektor moneter seperti Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Wiroso (2010:3) menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah

tidak boleh dilaksanakan oleh Bank Konvensional. Yang menjadi pembeda
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adalah dari segi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki
jangkauan lebih luas dibandingkan dengan Lembaga Keuangan
Konvensional. Titik pandang tentang adanya perbedaan bisa menjadikan
sebagai motivasi, kreativitas, dan pendorong kemajuan Lembaga Keuangan
Syariah agar dapat bersaing dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

Bank Syariah tidak membedakan secara tegas pada sektor keuangan
seperti yang dilaksanakan oleh perbankan atau pada sektor riil seperti yang
dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dengan adanya karakter
tersebut membawa implikasi pada akuntansi yang dipergunakan oleh bank
syariah. Akuntansi Bank Syariah dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
pada umumnya merupakan gabungan dari akuntansi perbankan, akuntansi
sewa beli, akuntansi perdagangan, akuntansi kontruksi, dan sebagainya.

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai karakteristik yang tidak
dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional, yaitu prinsip bagi hasil. Dalam
prinsip bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah, pembagian
keuntungan tidak boleh berasal dari ketentuan satu pihak. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak pernah mengalami
negative spread, karena lembaga keuangan syariah tidak pernah
membayarkan bagi hasil atau imbalan kepada pemilik dana lebih besar dari
pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana. Bagi hasil yang dibayarkan
kepada pemilik dana (shahibul maal) merupakan bagian dari pendapatan
utama. Oleh karena itu bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana

bukan merupakan beban operasional bank syariah.
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Lembaga Keuangan di Indonesia masih menerapkan prinsip Net
Revenue Sharing (Laba/Rugi Kotor) dan belum ada yang menerapkan prinsip
Profit Sharing (Laba/Rugi Bersih). Akibat kurangnya pemahaman dalam
akuntansi mengakibatkan ada yang berpendapat bahwa prinsip pembagian
bagi hasil usaha dalam akuntansi syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Dewan Syariah Nasional, yang mengakibatkan jumlah yang sedikit transaksi
bagi hasil pada Bank Syariah
2.2.2. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai tujuan
untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pemakai dalam mengambil
keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah
dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya. (Wiroso, 2010:37)

Wiroso (2010:49) dalam bukunya menyatakan bahwa Laporan
keuangan menggambarkan dampak keaungan dari transaksi dan peristiwa lain
yang di klasifikasikan dalam beberapa kelompok besar yang merupakan unsur
dalam laporan keuangan entitas syariah. Adapun klasifikasi komponen
laporan keuangan entitas syariah meliputi :

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial
a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Laba Rugi
c. Laporan Arus Kas

d. Laporan Perubahan Ekuitas
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2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial
a. Laporan sumber dan dana penggunaan zakat
b. Kaporan sumber dan penggunaan dana kebijakan
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan
tanggung jawab khusus entitas syariah.

Penyajian komponen-komponen laporan keuangan mencerminkan
kondisi yang saling terikat karena memiliki aspek-aspek yang berbeda dari
transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan
menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tetapi tidak ada yang
hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua
informasi menurut hakekat dan fungsinya. Dalam bisnis entitas syariah yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya dengan maksud untuk
menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk tujuan pengambilan
keputusan ekonominya. (Wiroso, 2010:42)

Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah
(DSAS) menyusun Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah (KDPPLKS). Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan
dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran
atau pengungkapan tertentu. Untuk itu DSAS kemudian menyusun
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101-111 vyang
menggantikan PSAK 59 (2002) tentang Akuntansi Perbankan Syariah,
sehubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan

pengungkapan atas transaksi syariah.
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Kerangka dasar laporan keuangan syariah jika tidak diatur secara
spesifik, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum. Laporan
Keuangan Syariah memiliki dasar dalam penyajian laporan keuangan yaitu
PSAK No. 101 (Revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Laporan Keuangan disajikan secara terperinci menguraikan konsep maupun
bentuk laporan keuangan yang seharusnya digunakan oleh perusahaan-
perusahaan yang aktivitas operasinya mengembangkan produk syariah.

1. Pengakuan
Pengakuan merupakan proses pembentukkan suatu pos yang memenuhi
definisi unsur serta kriteria pengakuan neraca atau laba rugi. Pengakuan
dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dalam kata-kata maupun dalam
jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.
Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan
laba rugi. Kelainan untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat lagi
melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui
catatan atau materi penjelasan.
Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika :
a. Manfaat ekonomi yang terdapat berkaitan dengan pos tersebut akan
mengalir ke atau dari dalam entitas syariah, dan
b. Setiap pos memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan

handal (Wiroso, 2011 : 46)
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2. Pengukuran
Laporan keuangan entitas syariah memiliki dasar pengukuran dengan

proses yang menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dengan cara

menetapkan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur yang
ada di dalam Laporan Keuangan ke dalam laporan laba rugi dan neraca.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan

kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan entitas syariah (Wiroso,

2010:48). Berbagai dasar pengukuran laporan keuangan entias syariah adalah

sebagai berikut :

a. Biaya Historis. Pada saat perolehan, aset dicatat sebesar pengeluaran kas
(atas setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang
diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu
(misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam
pelaksanaan usaha yang normal

b. Biaya Kini (Current Cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas)
yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh
sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang
tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan

kewajiban sekarang.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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c. Nilai Realisasi/Penyelesaian. Pada saat pelepasan Aset dinyatakan dalam
jumlah kas (setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual
aset. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu jumlah kas
(atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Dari ketiga dasar pengukuran diatas yang paling lazim digunakan entitas

syariah adalah pengukuran dengan cara biaya historis, tetapi biasanya juga

digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. (Wiroso, 2011 : 48-49).

2.2.3. Pembiayaan Murabahah

2.2.3.1. Definisi Murabahah

Murabahah merupakan jual beli dengan adanya informasi dari
pihak penjual terkait harga pokok dengan harga pembelian dan tingkat
keuntungan yang disepakati (Djuwaini, 2010:104). Murabahah merupakan
salah satu jual beli dengan akad saling percaya dan ridho, dengan
memberitahukan harga pokok pembelian ditambah tingkat keuntungan yang
harus diketahui dan disepakati kedua belah pihak. Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan yang dimaksud dengan
murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menginformasikan
harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
pokok ditambah margin yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh
lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan suatu barang

berdasarkan kriteria yang diinginkan. Lembaga Keuangan Syariah berposisi
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menjadi penyedia barang dengan membeli dari pemasok barang berdasarkan
pesanan dari nasabah bukan sebagai penyedia dana kepada nasabah. Setelah
kepemilikan barang tersebut beralih dari pemasok ke lembaga keuangan
syariah, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah menjual barang
tersebut kepada nasabah. Lembaga keuangan syariah menjual barang
tersebut dengan menambahkan keuntungan pada harga jual nya yang telah
disepakati di awal akad antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah
(Sjahdeini, 2014:194).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan murabahah adalah transaksi akad jual beli dengan
menginformasikan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan
dan disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), mtode pembayaran
dilakukan dengan cara angsuran maupun tunai.
2.2.3.2. Landasan Syariah

Landasan Syariah tentang pembiayaan murabahah sudah di atur
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT

Berfirman :

WS 5 SCe ol 22 B 0,8 O V) bl pSGx sl LISTE Y 15T ol Gl g

L:@’;i;b\?ﬂj\ SW’*"T

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (QS. An-Nisa, 4:29)
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Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadist nya, dari Abu

Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli

itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqgi, Ibnu Majah, dan

Shahih menurut Ibnu Hibban 2/737 No : 2185).

Fatwa DSN-MUI harus menjadi pedoman dalam melaksanakan

pembiayaan murabahah di Indonesia untuk menentukan keabsahan

pembiayaan murabahah. Sjahdeini (2014:195) mengklasifikan fatwa-fatwa

DSN-MUI yang menyangkut murabahah adalah sebagai berikut :

1.

2.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang murabahah.
Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/1X/2000 tentang Uang Muka
dalam Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam
Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/1II/2003 tentang Potongan
Pelunasan dalam Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan
Tagihan Murabahah.

Suhendi, (2002:70) dalam bukunya mengemukakan pernyataan

para Ulama kontemporer untuk terbentuknya pembiayaan murabahah dalam

Islam harus memenuhi rukun dan syarat murabahah.

1.

Rukun Murabahah (Wiroso, 2010:74) :
a. Adanya penjual (ba i)

b. Adanya pembeli (musytari)
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c. Objek atau barang (mabi’) yang diperjual-belikan

d. Harga (Tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang.

e. ljab Kabul (Sighat), suatu pernyataan oleh masing-masing
pihak.

2. Syarat Murabahah :

a. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan
dengan bunga, tetapi merupakan pembiayaan yang bersifat jual
beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin
keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

b. Pemberi pembiayaan dalam hal ini lembaga keuangan syariah
sebelumnya harus membeli barang dari pihak ketiga sebagai
agennya sebelum dijual ke nasabah. Bila tidak demikian maka
akan terjadi transaksi jual beli barang yang belum ada/dimiliki
(bai” al ma’dum)

c. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri dengan
perjanjian pembelian kembali (buy back) karena model
perjanjian ini masuk dalam kategori yang diharamkan oleh
sebagian besar ulama.

2.2.3.3. Landasan Standar PSAK No. 102

Berdasarkan PSAK No. 102 Paragraf 06-17 murabahah dapat
dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah
dalam pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan

dari pembeli untuk membeli barang yang dipesannya bersifat bisa mengikat
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atau tidak. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat
membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah telah dibeli oleh penjual
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka
penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi
nominal harga jual pada saat akad disepakati.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat
barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan seara
angsuran atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda
untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.
Namun, jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yaitu
harga jual pada saat akad yang digunakan. Harga yang disepakati dalam
murabahah adalah harga jual yang mana harga perolehannya harus
diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah,
maka diskon tersebut menajdi hak pembeli. Diskon yang diterima penjual
setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan
sebelumnya. Jika tidak diatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual memiliki hak untuk meminta uang muka kepada pembeli
sebagai bukti komitmen pembelian pada saat terjadinya akad. Uang muka
menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika pembiayaan murabahah
disepakati. Jika pembiayaan murabahah batal, berdasarkan kesepakatan

sebelumnya uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi
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kerugiaan riil yang ditanggung penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari
kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai
dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka penjual dapat
mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli belum
mampu melunasi yang disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut
didasarkan pada pendekatan hukuman yang bertujuan agar pembeli lebih
disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang
diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda tidak boleh
diakui sebagai pendapatan melainkan harus diakui sebagai dana kebajikan.

Penjual bolen memberikan potongan pada saat pelunasan piutang
murabahah jika pembeli :

1. Melakukan pelunasan tepat waktu
2. Melakukan pelunasan pembayaran lebih tepat dari waktu yang
telah disepakati

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah
yang belum dilunasi jika pembeli :

1. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2.2.3.4. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Wiroso (2011:80) menjelaskan bahwa cakupan akuntansi yang
tercantum dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah ialah

cakupan akuntansi penjual dan pembeli. Penjual yang dimaksud ialah
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Lembaga Keuangan Syariah bukan pemasok atau pembuat barang tersebut.

Dalam PSAK No. 102 tidak dilakukan pembahasan tentang akuntansi pada

pihak pemasok atau pembuat barang. Untuk memberikan gambaran yang

jelas dan rinci tentang akuntansi pada lembaga keuangan syariah dalam

transaksi murabahah, maka perlu dibahas terlebih dahulu akun-akun yang

terkait atau yang dipergunakan untuk membukukan transaksi tersebut.

1. Akun Laporan Posisi Keuangan

a.

Persediaan/Aset Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset yang dimiliki
untuk dijual dalam transaksi pembiayaan murabahah. Akun ini
berada di debet pada saat perolehan aset murabahah dan biaya
biaya yang dikeluarkan supaya aset tersebut memiliki nilai
ekonomis. Akun ini berada di kredit apabila aset murabahah
dijual atau ketika memperoleh diskon (mengurangi nilai aset
murabahah)

Piutang Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga jual (harga pokok
ditambah keuntungan) yang disepakati dalam murabahah dan
belum dibayar oleh pembeli. Akun ini berada di debet pada
saat terjadi jual beli pembiayaan murabahah yang pembayaran
dilakukan secara tangguh atau cicilan sebesar harga jual. Aku

ini di kredit pada saat pembayaran harga barang (baik secara
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keseluruhan maupun secara angsuran) dan pengurangan uang
muka yang dibayar oleh pembeli.

Margin Murabahah Tangguhan (Cr)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan murabahah
yang telah disepakati dan belum dibayar oleg pembeli. Akun
ini disajikan sebagai pengurang dari akun piutang murabahah.
Akun ini berada di kredit pada saat terjadi akad murabahah
dengan pembayaran tangguh atau cicilan, sebesar keuntungan
yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Piutang Murabahah Jatuh Tempo

Akun ini dipergunakan untuk mencatat angsuran murabahah
yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh pembeli. Akun
ini dapat dipergunakan sebagai alat kontrol untuk memantau
angsuran murabahah yang belum dibayar oleh pembeli. Akun
ini didebet pada saar angsuran pembayaran murabahah telah
jatuh tempo dan belum dibayar oleh pembeli sebesar angsuran
yang harus dibayar. Akun ini di kredit pada saat diterima
pembayaran dari pembeli sebesar jumlah pembiayaan yang
diterima.

Margin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo (Cr)

Dalam pengakuan pendapatan (akrual) pada umumnya
diberikan batasan tertentu, hal ini dimaksudkan agar tida ada

over pedapatan yang sebenarnya tidak mungkin diterima lagi.
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Apabila melebihi batasan yang telah ditentukan, maka
pendapatan yang telah diakui (pendapatan akrual) dilakukan
jurnal pembalik. Akun ini dipegunakan untuk mencatat
pengakuan pendapatan margin murabahah yang diberhentikan
pengakuannya (stop aktual). Akun ini disajikan sebagai
pengurang dari akun piutang murabahah jatuh tempo. Akun ini
dikreditkan pada saat pemberhentian pengakuan pendapatan
sebesar pendapatan yang telah diakui. Akun ini didebet pada
saat penerimaan pembayaran angsuran (termasuk margin) yang
telah jatuh tempo.

Hutang Diskon Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat diskon dari pemasok
yang diperoleh setelah akad murabahah ditandatangani dan
telah diperjanjikan dalam akad yang merupakan hak pembeli
sebesar porsi diskon sesuai dalam akad. Akun ini berada
dikredit pada saat diterima diskon dari pemasok sebesar hak
pembeli dan berada di debet pada saat pembayaran kewajiban
tersebut.

Piutang Uang Muka Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pembayaran uang
muka oleh lembaga keuangan syariah kepada pemasok. Akun
ini berada di debet pada saat pembayaran uang muka kepada

pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan. Akun ini berada di
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kredit pada saat pelunasan harga barang kepada pemasok
sebesar uang muka yang telah dibayar.

Hutang Uang Muka Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk membukukan penerimaan uang
muka lembaga keuangan syariah dari pembeli. Akun ini berada
di kredit pada saat penerimaan uang muka dari pembeli sebesar
uang yang diterima. Akun ini berada di debet pada saat (1)
akad murabahah jadi dilaksanakan sebagai pengurang piutang
murabahah, (2) pengembalian uang muka seteklah dikurangi
kerugian lembaga keuangan syariah, jika akad dibatalkan dan
lembaga keuangan syariah mengalami kerugian.

Cadangan Kerugian Murabahah (Cr)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyisihan kerugian
yang dibentuk oleh Lembaga Keuangan Syariah atas
kemungkinan tidak tertagihnya tagihan murabahah dan
kerugian lain transaksi murabahah. Akun ini berada di kredit
pada saat pembentukkan penyisihan kerugian sebesar yang
dibentuk dan akun ini berada di debet pada saat dilakukan
penghapusan piutang murabahah sebesar piutang murabahah
yang telah dihapuskan.

Piutang pada Nasabah (Cr)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul

akibat pesanan murabahah dibatalkan dan lembaga keuangan
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syariah mengalami kerugian lebih besar dari uang muka yang
diterima dari pembeli.
2. Akun Laporan Laba Rugi
a. Pendapatan Margin Murabahah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan margin
murabahah, baik yang sudah dibayar maupun yang masih
dalam pengakuannya. Akun ini berada di kredit pada saat (1)
diterima pembayaran angsuran sebesar porsi margin, (2)
pengakuan pendapatan atas angsuran murabahah yang telah
jatuh tempo sebesar porsi margin. Akun ini berada di debet
pada saat (1) pemberhentian pengakuan pendapatan (akrual)
sebesar pendapatan akrual yang telah diakui, (2) dipindahkan
ke akun pendapatan operasi atau pendapatan utama
b. Potongan Pelunasan Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pemberian potongan
pelunasan dan pembayaran angsuran murabahah atas
pemberian potongan angsuran murabahah atas permintaan
nasabah (bukan atas permintaan lembaga keuangan syariah).
Akun ini disajikan sebagai pengurang akun ‘Pendapatan
Margin Murabahah”, tidak dikategorikan sebagai beban milik
Lembaga Keuangan Syariah. Akun ini berada di debet pada

pemberian potongan sebesar jumlah potongan yang diberikan.
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Akun ini berada di kredit pada saat dipindahkan atau
diperhitungkan sebagai pendapatan operasi atau usaha utama.
Potongan Angsuran Murabahah — Prestasi

Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan angsuran
yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai
penjual atas prestasi pembayaran angsuran oleh pembeli
karena tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Akun ini
merupakan pengurang pendapatan margin murabahah (bukan
dalam kategori beban Lembaga Keuangan Syariah). Akun ini
berada di debet pada saat pemberian potongan angsuran
sebesar potongan yang diberikan dan berada di kredit pada saat
dipindahkan atau diperhitungkan pendapatan operasi atau
usaha utama.

. Potongan Angsuran Murabahah — Beban Operasi

Akun ini diperunakan untuk mencatat potongan angsuran yang
diberikan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual, atas
pembayaran angsuran oleh pembeli sebagai akibat penurunan
kemampuan pembeli. Akun ini merupakan beban Lembaga
Keuangan Syariah (bukan menjadi pengurang pendapatan
margin murabahah). Akun ini berada di debet saat pemberian
potongan sebesar potongan yag diberikan dan berada di kredit

pada saat dipindahkan ke Laba Rugi pada akhir tahun.
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Diskon Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk menatat diskon dari pemasok
yang diperoleh setelah akad pembiayaan murabahah ditanda
tangani dan telah diperjanjikan dalam akan tersebut. Diskon
merubahah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan
Syariah sebagai penjual sebesar porsi diskon yang dijanjikan
dalam akad. Akun ini merupakan penambah pendapatan
margin murabahah yang merupakan pendapatan milik bersama
antara Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengolah dana dan
pemodal sebagai pemilik dana. Akun ini berada di kredit pada
saat diterima sebesar diskon yang menjadi hak Lembaga
Keuangan Syariah sebagai penjual dan berada di kredit pada
saat dipindahkan atau diperhitungkan ke pendapatan usaha
utama.

Pendapatan non Operasi Lainnya.

Akun ini dipergunakan untuk mencatat diskon dari pemasok
yang diterima Lembaga Keuangan Syariah, dimana diskon
tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya dengan pembeli. Akun
ini berada di kredit pada saat diterima diskon dari pemasok
sebesar penerimaan diskon dan berada di kredit pada saat

dipindahkan ke Laba Rugi pada akhir tahun.
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g. Beban Kerugian Murabahah.
Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban kerugian yang
timbul dari transaksi murabahah yang dialami oleh penjual
akibat kemungkinan tidak tertagihnya piutang murabahah.
Akun ini juga dipergunakan untuk mencatat kerugian yang
timbul akibat pengadaan barang yang menjadi tanggung jawab
Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual. Akun ini berada
di debet pada saat pembentukan penyisihan kerugian dan
berada di kredit pada saat dipindahkan kedalam laba rugi pada
akhir tahun.
h. Kerugian Penurunan Aset Murabahah.
Akun ini dipergunakan untuk mancatat kerugian penurunan
aset murabahah atau persediaan aset murabahah yang dimiliki
oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual sebelum
dilakukan penjualan kepada pembeli akhir. Akun ini berada di
debet pada saat nilai bersih aset murabahah lebih kecil dari
nilai tercatat atau perolehan dan berada di kredit pada saat
dipindahkan ke laba rugi pada akhir tahun.
2.2.3.5. Metode Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah
Ridho (2009:49) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
penetapan harga jual merupakan sebuah proses dalam menetukan berapa
yang harus diterima perusahaan untuk produk yang dijualnya. Penetapan

harga meliputi harga pokok barang, keuntungan, dan tarif atau ongkos jasa.



38

Penetapan harga jual memiliki 3 metode yang pemilihannya berdasarkan
jenis produk, biaya-biaya serta harga pasar yang berlaku. Yaitu :
1. Cost-Plus Pricing
Cost-Plus Pricing merupakan metode penetapan harga jual yang
paling umum digunakan yaitu dengan cara harga pokok ditambah
margin keuntungan diatas biaya produk untuk memberikan harga jual.
Biaya produk mencangkup semua biaya produksi dan biaya
operasional. Mark-Up harus mencangkup semua biaya tambahan dan
laba bagi bersih perusahaan.
2. Market-Based Pricing
Market-Based Pricing merupakan metode penetapan harga jual
berdasarkan harga yang dapat bersaing di pasaran. Penjual
mempertimbangkan respon pelanggan kepada berbagai tingkat harga,
persepsi konsumen terhadap nilai produk, dan juga respon pesaing.
3. Contribution Pricing
Contribution Pricing merupakan metode penetapan harga jual
berdasarkan biaya tetapi juga mempertimbangkan harga pasar yang
berlaku, dengan fokus memaksimumkan margin kontribusi, untuk
menutup biaya tetap yang besar, meliputi biaya verhead. Metode ini
juga dipakai untuk mencapai sasaran kemampuan laba.
2.2.4. Penetapan Margin Keuntungan
Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa adalah “laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga
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jual pasar”. Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan secara
fleksibel bisa ditentukan per tahun, per-bulan, maupun harian. Perhitungan
margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Perhitungan
margin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari;.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa margin adalah
prosentase tingkat selisinh atau kenaikan bersih dari aset yang mengalami
peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

Referensi margin keuntungan murabahah adalah margin keuntungan
yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari rapat Asset and
Liability Management Committee (ALCQO) Bank Syariah. Tim ALCO berasal
dari internal perusahaan itu sendiri dan hanya terdapat di kantor pusat, yang
terdiri dari Direktur Utama, Kepala Bagian Keuangan, dan Akuntan, Kepala
Divisi Kredit, Manajer Investasi, Kepala Bagian Deposit, dan fungsi
liabilitas.

Fokus manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasi portofolio
aset/liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil
yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan
memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian (Antonio, 2001:177).
Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi
dana dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan
profitabilitas, dan meminimalkan risiko.

Adiwarman (2006:280) menyatakan Lembaga Keuangan Syariah

menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk nya berdasarkan
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basis Natural Certainty Contracts, yakni akad bisnis yang memberikan
kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti
pembiayaan murabahah, ijarah, salam, dan istishna. Penetapan margin
keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi Tim ALCO Bank Syariah
dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :
1. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)
Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin
keuntungan rata rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan
rata rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat Tim ALCO
sebagai kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah
tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor terdekat.
2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)
Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga
rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga
beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai
kelompok kompetitor tidak langsung. Atau tingkat rata rata suku bunga
bank konvensional tertentu yang dalam rapat Tim ALCO ditetapkan
sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.
3. Expected Competitive Return For Investors (ECRI)
Expected Competitive Return For Investors (ECRI) adalah target bagi hasil

kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
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4. Acquiring Cost
Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung
terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

5. Overhead Cost
Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak
langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Penggunaan metode pnentuan harga dalam pembiayaan murabahah di
lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu
dari tiga model DCMR, ICMR, dan ECRI dengan menggabungkan dengan
Acquiring Cost dan Overhead Cost. Namun, lembaga keuangan syariah tetap
harus memperhatikan ketentuan hukum Islam dalam penentuan harga jual di
dalam produk-produknya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu
menetapkan metode yang efektif dan efisien sehingga produk pembiayaan
murabahah yang dijalankan sesuai dengan hukum syariat Islam sehingga
dapat memberikan keuntungan secara adil antara pihak lembaga keuangan
syariah dengan nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah.

Lembaga Keuangan Syariah dalam prakteknya sering sekali
meninggikan pengambilan margin keuntungan karena untuk mengantisipasi
naiknya suku bunga di pasar (inflasi). Sehingga kalau terjadi demikian
kenaikan suku bunga yang besar, maka lembaga keuangan syariah tidak
mengalami kerugian secara riil. Namun demikian, apabila suku bunga di

pasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin murabahah akan lebih
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besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional
(Muhammad, 2005:139).

Penetapan margin keuntungan yang tinggi secara tidak langsung akan
menyebabkan inflasi yang lebih besar dari suku bunga itu, perlu dicari solusi
yang tepat agar nilai penjualan dengan murabahah tidak mengacu pada sikap
mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran angsuran.
Karena, mengkaitkan margin keuntungan murabahah dengan bunga bank
konvensional merupakan cara yang di haramkan dalam syariat islam
(Muhammad, 2005:140).

Penentuan harga menurut syariat Islam menganut asas suka sama
suka, karena prinsip ini untuk menghormati hak kepemilikan umatnya. Allah
mengharamkan kepada seseorang untuk mengambil hak saudara sesama
muslim tanpa kerelaannya. Al Qur’an dan Hadist telah mengatur prinsip suka
sama suka dalam perniagaan, Allah Berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29 :
V:QML\ NGNS \,,i.w PR GE HE 0,85 O V) VUaL.‘b (,_’i.q et WT ¥ 15T 0 @ g
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (QS. An-Nisa, 4:29)

Penetapan harga jual murabahah, sebaiknya dapat dilakukan seperti
cara Rasulullah SAW ketika berdagang. Cara Rasulullah SAW dalam
menentukan harga penjualan adalah dengan menjelaskan harga belinya,
berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap barang dan berapa

keuntungan wajar yang diinginnkan, hal ini disebut dengan “Musawamah”
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yaitu memberi informasi harga barang dan menyepakati keuntungan yang

diinginkan. Rasulullah bersabda dalam kitab Sunan At-Tirmidzi

oo 1 G el 8 4 s sk e s ¢ ol B2 U s JB o o g o2
e 0 ol S 80 ¢« 200 B3 ) 2y ¢ Bl ¢ sy Whsled e 1y oo

Sl olyy ey 05 = s

“Aku dan mahrakah seorang hamba hendak membawa pakaian dari daerah
hajar, kemudian kami mengunjungi Makkah dan mendatangi Rasulullah
SAW. Kemudian Rasulullah SAW ber-musawamah dengan kami, lalu kami
menjualnya (HR. Tirmidzi dalam Kitab Sunan At-Tirmidzi).”.
2.2.5. Mekanisme Pegadaian Syariah

Sistem implementasi pegadaian syariah atas gadai hampir sama
dengan pegadaian konvensional yaitu pegadaian syariah menyalurkan uang
pinjaman dengan barang jaminan barang bergerak. Prosedurnya juga sangat
sederhana, masyarakat hanya menunjukan buku identitas diri dan barang
bergerak sebagai jaminan lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu
yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Sedangkan untuk melunasi
pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti
gadai saja dengan waktu proses yang singkat.

Adapun mekanisme operasional pegadaian syariah gambarannya
sebagai berikut : melalui akad gadai, nasabah menyerahkan barang bergerak
dan kemudian pegadaian menyimpan barang bergerak dan kemudian
pegadaian menyimpan serta merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh
pegadaian dan pegadaian syariah dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa
kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka,

pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang
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dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang

diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga, disini dikatakan proses pinjam

meminjam uang hanya sebagai ‘“‘samaran” yang akan menarik minat
konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.
Landasan hukum operasional Pegadaian adalah diatur dalam pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu :

1. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa
titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko
emas, dan insutri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat
menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan yang dipaparkan diatas penerapan prinsip
syariah di Pegadaian Syariah juga mendasar pada :

1. Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 9/DSN-MUI/IV/2000. Tentang
Pembiayaan Sewa (ljarah).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 29/DSN-MUI/1VV/2002. Tentang
Gadai (rahn).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/111/2002. Tentang
Gadai Emas.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IVV/2000. Tentang

Jual Beli (Murabahah). (Anshori, 2006 : 180)
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2.2.6. Produk Murabahah di Pegadaian Syariah

Produk-produk berbasis syariah yang dijalankan Pegadaian Syariah
memiliki Kkarakteristik dasar yaitu tidak memungut bunga dalam bentuk
apapun karena itu termasuk transaksi riba’ yang diharamkan dalam syariat
Islam. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang
diperdagangkan. Dengan begitu banyak produk yang ditawarkan pegadaian
syariah sehingga produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor
terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap tumbuh dan
berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan
datang.

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan syariah memberikan
pelayanan berupa pembiayaan murabahah kepada para nasabahnya sebagai
pembeli dengan menggunakan akad yang sah sesuai dengan prinsip ekonomi
syariah. Produk ini merupakan produk pembiayaan murabahah yang ada di
Pegadaian Syariah yang dikenal dengan nama Produk Pembiayaan MULIA
(Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi).

Produk Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah dapat didefinisikan
sebagai layanan penjualan emas batangan masyarakat seara tunai maupun
angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel

(http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php). Prosedur dan Persyaratan

Produk Pembiayaan MULIA diatur dalam Pedoman Operasional Pegadaian

MULIA antara lain :


http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php
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1. Prosedur

a.

Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk
melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA
Nasabah mengajukan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
serta membawa sejumlah uang

Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA
Petugas menanyakan berapa uang muka yang sanggup dibayarkan
nasabah dan membuatkan bukti pembayaran uang muka pembelian
emas

Apabla pembelian dilakukan angsuran maka kemudia petugas
membuatkan form perjanjian akad MULIA yang didalamnya
terdapat akad murabahah dan akad rahn

Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam
MULIA akan diterima nasabah setelah melunasi hutang

pembeliannya.

2. Persyaratan

a.

Menyerahkan foto copy KTP atau tanda pengenal lain yang masih
berlaku

Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan
Menyerahkan foto copy NPWP dan foto copy AD/ART bagi yang
mengajukan atas nama badan

Menandatangi akad murabahah dan akad rahn pada formulir akad
MULIA

Menyerahkan uang muka sesuai kesepakatan
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Produk ini bertujuan membantu nasabah untuk kepemilikan emas.
Dalam pelaksanaaan jual beli logam emas mulia di Pegadaian Syariah ada
tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual (Pegadaian Syariah), pembeli
(nasabah), dan pemasaok (PT. ANTAM). Pegadaian Syariah menjual emas
bedasarkan pesanan dari nasabah, pada awal transaksi harga pokok dan
margin keuntungan diberitahukan Pegadaian Syariah kepada nasabah setelah
akad pembiayaan murabahah dikesepakati. Nasabah harus membayar uang
muka dan biaya administrasi jika pembiayaan dilakukan angsuran. Nasabah
diwajibkan menyerahkan emas sebagai barang jaminan sampai angsuran
dilunasi. Jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung
kepada pihak nasabah, melaikan ditahan dan tetap berada di bawa penugasan

Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan sampai angsuran lunas.



2.3. Kerangka Berfikir
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif yang mana
bentuk penelitian ini bertujuan untuk meneliti subjek secara alami tanpa adanya
manipulasi. Peneliti mengacu sebagai refleksivitas yang merujuk pada perannya
dalam penelitian untuk mengumpulkan data secara gabungan. Analisis data yang
peneliti lakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014:1).

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi instrumentalisasi
(posfenomenologi). Posfenomenologi  merupakan penelitian  berdasarkan
fenomena yang terjadi dengan menggunakan kebenaran empiris semata untuk
mendapatkan pengetahuan (Kamayanti, 2016:161). Hal ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kebijakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
Kota Malang dalam menentukan margin keuntungan pembiayaan murabahah telah
diterapkan di lapangan.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan agar data
yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
tentang penentuan margin murabahah dapat dipaparkan secara faktual dan
naturalistik. Data dipaparkan secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya. Pengumpulan data yang dibutuhkan dipandu oleh teori-teori yang
diperoleh dari referensi buku akuntansi syariah dan digabungkan dengan fakta-
fakta serta fenomena yang ditemukan peneliti pada saat melakukan penelitian

langsung di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang.
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3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
Kota Malang yang beralamat di JI. Raya Tlogomas, Tlogomas, Kota Malang Jawa
Timur 65144, Dipilihnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota
Malang sebagai tempat penelitian karena PT. Pegadaian Cabang Syariah
Landungsari memiliki produk berbasis syariah yang menarik untuk diteliti serta
memiliki data yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik.

Ketertarikan peneliti disebabkan karena minimnya peminat terhadap
produk syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi target omzet pinjamannya.
Penyebabnya adalah mereka kesulitan dalam sosialisasi terhadap masyarakat
khususnya masyarakat di Kota Malang Raya terkait produk-produk syariah yang
ditawarkan. Untuk itu peneliti tertarik mengambil obyek penelitian di PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang untuk sosialisasi produk
syariah di PT. Pegadaian (Persero) sekaligus memberikan kepercayaan kepada
masyarakat bahwa produk-produk syariah di PT. Pegadaian (Persero) merupakan
produk yang sangat menguntungkan nasabah karena produk-produk PT.
Pegadaian Syariah melarang secara keras terhadap sistem transaksi bunga yang
diharamkan oleh syariat Islam.

3.3. Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini subyek yang dimaksud oleh peneliti adalah orang

atau individu, tempat, atau benda sebagai bagian dari subyek penelitian ini.

Adapun orang atau individu dalam subyek penelitian dalam tulisan ini adalah
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Bapak Dinal selaku Assisten Manager Divisi SBU Syariah PT. Pegadaian

(Persero), tempat yang menjadi subyek penelitian ini adalah PT. Pegadaian

Syariah Cabang Landungsari Kota Malang, dan adapun benda yang termasuk

dalam subyek penelitian ini adalah semua data-data transaksi produk pembiayaan

MULIA yang peneliti peroleh dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

Kota Malang. Semua subyek diatas sangat penting dalam penelitian ini karena

akan dipaparkan dalam kesimpulan hasil penelitian.

3.4. Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan peneliti gunakan

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
yaitu data dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang.
Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara kepada assisten manager SBU Syariah PT. Pegadaian (Persero)
dan melakukan transaksi pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi atau
data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, yang berupa manusia
atau benda (majalah, buku, koran, penelitan terdahulu, dll). Dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah referensi buku
akuntansi syariah, buku-buku teori tentang murabahah, hasil-hasil
penelitian, dan data-data lain yang terkait tentang pembiayaan murabahah

dan perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2014:238). Pada penelitian
kali ini, peneliti memilih jenis data kualitatif. Data yang diperoleh harus memiliki
valid dan real. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh peneliti
untuk mengajukan pertanyaan kepada informan untuk memperoleh
informasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231).

Sugiyono (2014:239) mengemukakan bahwa dalam wawancara, agar
mendapatkan hasil informasi yang diinginkan, peneliti harus memiliki bukti
telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka
diperlukan bantuan alat-alat dalam berlangsungnya wawancara antara lain
yaitu :

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alur yang berisi serangkaian

pertanyaan secara runtut yang disesuaikan dengan topik penelitian.

Pedoman wawancara berisikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi daripada topik yang

akan dibahas. Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat untuk
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mengklasifikasi jawaban dari informan untuk melakukan analisis

data.

b. Alat Perekam

Peneliti menggunakan alat perekam berupa aplikasi perekam yang
ada di dalam handphone peneliti. Alat perekam berfungsi sebagai
bukti historis bahwa peneliti pernah melakukan wawancara kepada
informan. Sebelum melakukan wawancara dengan menggunakan alat
perekam, peneliti memberitahukan dan meminta izin terlebih dahulu
kepada informan  untuk memperbolehkan menggunakan alat
perekam selama wawancara berlangsung

Peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur yang
bertujuan untuk membicarakan permasalahan penentuan margin keuntungan
serta teknis pembiayaan murabahah secara terbuka, dimana infroman
memberikan pendapat dan ide-idenya secara terbuka terkait topik
permasalahan dalam penentuan margin keuntungan pembiayaan murabahah
di Pegadaian Syariah. Informan yang dituju pada penelitian ini adalah
Bapak Dinal selaku Assisten Manager SBU Syariah dan Bisnis Emas
Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero).

Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dan bertatap
muka secara langsung dengan infroman. Sebelum melakukan wawancara,
peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akad diberikan
kepada informan. Wawancara dilakukan untuk menambah perolehan data

yang didapat secara langsung dari informan agar peneliti mendapatkan
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kejelasan dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu terkait standar
operasional prosedur dalam penentuan margin keuntungan produk MULIA
PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang.

Observasi

Menurut Efferin dkk., (2008:327) observasi adalah kegiatan dimana
peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ialah mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti dan
mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan,
tindakan, kejadian dan sebagainya. Peneliti melakukan observasi secara
langsung di lokasi penelitian yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang.

Observasi secara langsung dianggap perlu dilakukan daripada hanya
sekedar menjadi saksi, karena peneliti secara langsung melakukan transaksi
pembiayaan MULIA sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas
dan mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam praktek pembiayaan
MULIA di Pegadaian Syariah. Peneliti melakukan observasi dengan
melakukan transaksi pembiayaan MULIA untuk mengamati kebijakan yang
dibuat perusahaan dalam menentukan margin keuntungan murabahah serta
bagaimana penerapan di lapangan yang dilakukan pegadaian syariah dalam

menentukan margin keuntungan murabahah.
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3.6. Analisis Data.

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan
transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan data-data yang telah dikumpulkan
untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi pada topik
permasalahan dalam penelitian (Emzir, 2010:85). Data yang telah dikumpulkan
secara lengkap dan telah dicek keasliannya dan dinyatakan valid, lalu diproses
melalui langkah-langkah yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan
membandingkan antara kebijakan yang ada di pegadaian syariah dengah keadaan
penerapan dilapangan.

Data yang yang didapatkan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang kemudian diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa
sehingga pada akhirnya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat
digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Analisis data digunakan untuk mengetahui antara kebijakan yang ada di
Pegadaian Syariah dalam menentukan margin keuntungan murabahah dengan
penerapan dan peng-aplikasian di lapangannya. Untuk mendapatkan jawaban dari
rumusan masalah, peneliti melakukan langkah-langkah dalam penelitian ini
sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan observasi langsung dengan melihat kondisi PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang yang akan dijadikan

bahan penelitian.
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Peneliti mengumpulkan data-data pembiayaan murabahah di Pegadaian
Syariah, data berupa syarat dan standar prosedur pembiayaan murabahah di
Pegadaian Syariah.

Peneliti melakukan transaksi langsung pembiayaan MULIA di PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang.

Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti melakukan identifikasi
proses penentuan margin keuntungan pembiayaan murabahah di PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan
mengenai penentuan margin keuntungan serta teknis pembiayaan
murabahah di Pegadaian Syariah, wawancara dilakukan di kantor pusat PT.
Pegadaian (Persero) di Jakarta.

Peneliti melakukan analisa data berdasarkan data yang diperoleh dari
Pegadaian Syariah dengan cara membandingkan antara kebijakan tertulis
yang ada di Pegadaian Syariah dengan penerapan yang terjadi di lapangan.
Dalam hal ini terkait dengan penentuan margin keuntungan pembiayaan
murabahah.

Menarik kesimpulan/verifikasi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan
mengenai  kesesuaian kebijakan dan penerapan penentuan margin
keuntungan murabahah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota

Malang,

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Gambar 3.1
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah
A. Sejarah Pegadaian

PT. Pegadaian Persero pada awalnya ialah sebuah Bank yang
didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dinamakan Van
Leening. Setelah pemerintah Hindia Belanda mengusulkan agar kegiatan
Pegadaian ditangani oleh pemerintah maka sesuai peraturan Staatsblad
(Stbl) No.131 Tanggal 12 Maret 1901 berdirilah lembaga Pegadaian
Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Pegadaian telah mengalami
sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada 01
Januari 1961, menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969
berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969.

Pegadaian menjalankan kegiatan usaha utama ialah penyaluran
pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran
pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan
jasa taksiran, sertifikat, dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
Selain itu kegiatan uasaha lainnya seperti jasa transfer uang, transaksi jasa
pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya Perseroan. Pegadaian memiliki tiga inti layanan,
yaitu Pembiayaan, Produk Emas, dan Aneka Jasa, dengan lima lini bisnis,
yaitu Bisnis Gadai, Bisnis Kredit Mikro Fidusia, Bisnis Syariah, Bisnis

Emas (Angsuran dan Tunai), dan Aneka Jasa Lainnya.
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang terbit pada tanggal 10 April
1990 dapat dikatakan sebagai awal mula kebangkitan Pegadaian. Satu hal
yang harus dipahami dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 ini bahwa misi
dari pegadaian syariah adalah untuk mencegah praktik riba di masyarakat.
Misi ini tidak berubah hingga teritnya PP No 103/2000 yang dijadikan
sebagai landasan kegiatan usaha pegadaian syariah sampai saat ini.

Pegadaian Syariah di Indonesia merupakan jawaban atas keinginan
umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan transaksi ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diawasi oleh kebijakan
pemerintah dalam pelaksanaan praktek ekonomi syariah di lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena
itu, pemerintah mengeluarkan peratuan perundang-undangan untuk
menetapkan secara hukum positif tentang pelaksanaan praktek bisnis
sesuai dengan syariah Islam yang termasuk didalamnya adalah gadai
syariah. Kemudian, DPR bersama pemerintah pada bulan Mei 1998
merumuskan rancangan perundang-undangan tentang perbankan yang
kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang perbankan. Sehingga berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh
pemerintah tersebut terwujudlah lembaga keuangan syariah (LKS)

Pegadaian Syariah dibentuk bukan hanya karena tuntutan masyarakat
tetapi juga karena keberhasilan lembaga bank dan asuransi yang berbasis
syariah. Setelah terbentuknya Bank, BPR, BMT, dan asuransi yang

berbasis syariah, maka barulah gadai syariah mendapat perhatian oleh
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masyarakat. Gadai syariah atau yang lebih dikenal rahn merupakan bagian
produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dimana pegadaian syariah
menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna
mendapatkan pembiayaan.

Melihat dengan adanya peluang dalam mengimplementasikan gadai
syariah, maka PT. Pegadaian Persero bekerja sama dengan lembaga
keuangan syariah untuk membentuk gadai/rahn. Pihak PT. Pegadaian
Persero dipandang sebagai pengembangan produk yang ditawarkan kepada
masyarakat, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai
pelunasa dalam pengelolaan produk gadai.

Pegadaian Syariah di Kota Malang didirikan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat khususnya masayarakat muslim yang ingin
melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman atau lainya dengan
menggadaikan suatu barang yang dimiliki dengan prinsip akad syariah.
Pegadaian Syariah cabang Landungsari didirikan pada tanggal 5 april
2006. Pada awalnya Pegadaian Syariah cabang Landungsari Malang
bertempat di jalan Tlogomas, kemudian pada tanggal 5 april 2011
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berpindah tempat di jalan Ruko
Landungsari Kav 7 hingga saat ini.

Pegadaian Syariah pada saat ini memiliki tiga unit pembantu yang
tersebar diwilayah Malang yaitu unit Bungul, unit Kauman, dan unit
Gadang. Tujuan didirikan Pegadaian Syariah cabang Landungsari

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal finansial
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dengan cepat dan praktis berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah

juga memiliki tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal

pemberian pembiayaan oleh phak pegadaian berdasarkan hukum syariah.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Pegadaian Syariah untuk mewujudkan pegadaian

yang inovatif, dinamis, dan profitable adalah sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi solusi bisnis terpadu tertuma bisnis berbasis gadai

dengan prinsip syariah yang selalu menjadi market leader dan mikro

berbasis fidusia yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2) Misi

a)

b)

Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan
berbasis syariah serta selalu memberikan pembinaan terhadap
usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi

Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh
pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain
regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan

usaha lain dalam rangka optimalisir sumber daya perusahaan.
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Pegadaian Syariah mempunyai budaya perusahaan yang mendukung
terwujudnya visi dan misi. Budaya perusahaan harus selalu dipelajari,
dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu
disingkat menjadi INTAN yang terdiri dari :

Inovatif

1) Berinisiatif kreatif, produktif, dan adatif
2) Berorientasi pada solusi bisnis
Nilai Moral Tinggi
1) Taat Beribadah
2) Jujur dan berpikir positif
Terampil
1) Kompeten
2) Selalu mengembangkan diri
Adi Layanan
1) Peka dan cepat tanggap
2) Empatik, santun, dan ramah
Nuansa Citra
1) Bangga sebagai insan pegadaian
2) Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.
C. Produk-Produk Pegadaian Syariah
Pegadaian Syariah cabang landungsari menawarkan produk-produk

kepada masayrakat, yaitu :
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2)

3)

4)
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Rahn, vyaitu penyaluran pinjaman secara gadai Yyang
didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Arrum, yaitu pembiayaan gadai gadai untuk usaha mikro
kecil berprinsip syariah dengan objek jaminan BPKB.
Amanah, yaitu pembiayaan atas kepemilikan kendaraan
bermotor bagi karyawan dengan prinsip syariah

Mulia, yaitu penjualan emas logam mulia oleh pegadaian
kepada masyarakat secara tunai maupun pola angsuran dalam

jangka waktu tertentu

D. Struktur organisasi Pegadaian Syariah cabang Landungsari

Setiap Organisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda beda

tergantung pada tujuan dan operasi perusahaan. Berikut ini struktur

organisasi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Pimpinan Cabang
Syariah Landungsari

Unit Usaha

Penaksir

PAP Penyimpan Customer Security

jaminan Service
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4.1.2. Akad Pada Pegadaian Syariah
Akad menurut terminologi Islam adalah ikatan antara penyerahan
(ijab) dan penerimaan (qobul) yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk
pelaksanaan suatu transaksi. Proses awal pembiayaan Murabahah di
pegadaian syariah adalah adanya data dasar yang berupa dokumen
berisikan informasi transaksi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah
dan nasabah. Menurut Pak Dinal selaku Asisten Manajer menyatakan
bahwa Pegadaian Syariah mempunyai produk pembiayaan murabahah
Produk MULIA, ia menyatakan bahwa transaksi produk murabahah di
Pegadaian Syariah berlandaskan pada paradigma dasar dari mu’amalah
secara syariat islam untuk seluruh umat islam di Indonesia agar mencapai
kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Praktek akad syariah di
Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Akad utama
yang digunakan dalam pembiayaan MULIA adalah akad murabahah,
sedangkan akad rahn menjadi akad pelengkap mengingat barang yang
diperjual belikan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
A. Akad Murabahah

Akad utama pada pembiayaan MULIA yaitu akad murabahah,
akad murabahah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah sebagai
mana telah diatur dalam undang-undang nomor

ML100018/MULIA/2017 yang isinya sebagai berikut :
1. Pihak pertama (Pegadaian Syariah) dengan pihak kedua

(nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad
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murabahah logam mulia, dengan persyaratan dan ketentuan
dalam pasal-pasal yang ditentukan dan telah terjadi
kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua.
2. Hak dan kewajiban nasabah akad murabahah-rahn pada
Pegadaian Syariah :
a) Setelah terpenuhinya berbagai persyaratan administrasi
serta ditanda tanganinya Akad Murabahah dan Akad
Rahn maka nasabah mempunyai hak untuk memperoleh
barang berupa emas mulia sesuai dengan apa yang telah
disetujui dalam akad oleh kedua belah pihak.
b) Kewajiban Nasabah dalam akad Murabahah
1) Mentaati peraturan yang ada di dalam akad
murabahah yang telah disepakati bersama

2) Membayar angsuran sejumlah yang telah ditentukan
dalam transaksi

3) Membayar harga pokok ditambah  margin
keuntungan sesuai jumlah yang telah ditentukan

4) Membayar uang muka sesuai kesepakatan setelah
menandatangani akad murabahah

3. Hak dan Kewajiban Pegadaian Syariah
a) Hak Pegadaian Syariah

Pemberian pinjaman kepada nasabah, yang berarti

Pegadaian Syariah telah melaksanakan kewajiban
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sebagaimana yang telah tertulis dalam akad murabahah.

Dengan demikian Pegadaian Syariah berhak untuk

menerima prestasi dari nasabah. Adapun hak hak

pegadaian syariah yaitu :

1. Pegadaian Syariah berhak memperoleh keuntungan
dari penjualan barang.

2. Berhak melakukan penjaminan barang.

3. Berhak mengadakan evaluasi dan pemeriksaan,
teguran maupun peringan jika nasabah melakukan
penyimpangan dari isi Akad Murabahah

4. Pegadaian Syariah dapat memutuskan akad secara
sepihak, apabila saat mengajukan permohonan
pembiayaan data atau dokumen-dokumen pribadi
nasabah tidak benar.

Kewajiban Pegadaian Syariah
Kewajiban Pegadaian Syariah terkait dengan

pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah dapat

dikonstruksikan sama dengan hak nasabah, vyaitu

Pegadaian Syariah diwajibkan melaksanakan

pembiayaan yang besarnya sesuai dengan akad yang

telah disepakati dan terdapat dalam isi Akad Murabahah.
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B. Akad Rahn

Akad rahn dalam pembiayaan MULIA disebutkan bahwa

pihak pertama yaitu Pegadaian Syariah (murtahin) telah memberikan

fasilitas pembiayaan murabahah secara tangguh kepada pihak kedua

yaitu Nasabah (rahin) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang

berlaku. Dengan adanya pembiayaan murabahah seara tangguhan,

maka nasabah sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa

emas yang dibeli sebagai jaminan untuk pelusanan hutang

murabahah dengan ketentuan sebagai berikut yang diatur dalam

Undang-undang akad rahn Nomor ML100018/MULIA/2017 :

1.

Nasabah dengan ini mengaku telah melakukan pembiayaan
murabahah dari Pegadaian Syariah sebesar sisa hutang
murabahah dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana
tercantum dalam Akad Murabahah Logam MULIA

Pegadaian Syariah mengakui telah menerima barang milik
nasabah yang dijadikan sebagai jaminan kepada Pegadaian
Syariah, dan karenanya Pegadaian Syariah memiliki kewajiban
untuk mengembalikan barang tersebut pada saat nasabah telah
melunasi seluruh kewajibannya.

Apabila jangka waktu akad Murabahah sebanyak 3 kali, maka
nasabah dengan ini menyetujui dan/ atau memberikan kuasa
penuh untuk tidak ditarik kembali untuk melakukan

penjualan/lelang barang jaminan yang berada dalam
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penguasaan Pegadaian Syariah guna pelunasan seluruh
kewajiban nasabah.

4. Jika barang jaminan dijual dan terdapat kelebihan dari hasil
penjualan barang jaminan setelah dikurangi seluruh kewajiban
nasabah, maka nasabah berhak menerima kelebihan tersebut.
Apabila selama 1 tahun kelebihan dari penjualan tidak diambil,
maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa penuh
melalui Pegadaian Syariah untuk menyalurkan kelebihan
tersebut kepada Lembaga Amil Zakat.

5. Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang
jaminan untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka
tanggung jawab kekurangan tersebut menjadi milik nasabah
dan harus dilunasi pada saat itu juga.

Pembiayaan murabahah logam MULIA merupakan produk
kepemilikan logam menggunakan akad murabahah. Tetapi, jika
pembiayaan tersebut secara angsuran maka akan timbul akad rahn sebagai
akad pelengkap. Kedua akad memiliki perbedaan dalam konsepnya,
namun dalam pelaksanaannya nasabah (rahin) tidak perlu mengadakan
akad dua kali secara bersamaan. Dalam pembiayaan logam MULIA akad
yang utama adalah akad murabahah sedangkan akad rahn hanya menjadi
akad pelengkap atau tambahan karena mengigat objek dari pembiayaan ini
adalah emas mulia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tujuan

adanya akad rahn adalah untuk mencegah kelalaian nasabah dalam hal
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pembayaran. Ketentuan syariah dari penggunaan akad rahn dalam

bermurabahah diatur dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002,

dengan ketentuan “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai

berikut :

1.

Pegadaian Syariah mempunyai hak untuk melakukan penjaminan
barang sampai semua hutang nasabah dilunasi.
Manfaat barang jaminan tetap menjadi milik nasabah. Pegadaian
Syariah tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa
seizin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.
Nasabah diwajibkan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan
barang jaminan, namun dapat dilakukan juga oleh Pegadaian
Syariah, sedangkan jika ada biaya pemeliharaan dan penyimpanan
barang jaminan maka hal tersebut menjadi kewajiban nasabah.
Jumlah biaya pemeliharaan dan penyipanan barang jaminan tidak
dapat ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman
Penjualan barang jaminan :
a. Jika telah jatuh tempo, maka Pegadaian Syariah harus
mengingatkan nasabah untuk segera membayarkan hutangnya.
b. Jika nasabah tidak dapat melunaskan hutangnya, maka barang

jaminan dapat di lelang sesuai dengan ketentuan syariah.
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c. Hasil penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk
melunasi sisa hutang, biaya penjualan, biaya pemeliharaan dan
penyimpanan yang belum dibayarkan nasabah.

d. Jika Kelebihan hasil penjualan, maka akan jadi milik nasabah
dan jika ada kekurangannya maka menjadi kewajiban nasabah.

4.1.3. Produk Murabahah di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki produk pembiayaan murabahah yang
dikenal sebagai MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi
Abadi). Pembiayaan MULIA merupakan pembiayaan kepemilikan emas
logam mulia yang dilakukan Pegadaian Syariah kepada masyarakat selaku
nasabah secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati diawal (Pedoman Opersaional MULIA, 2016:3). Pegadaian
Syariah bekerja sama dengan PT. ANTAM. Pegadaian Syariah berhak
mengambil keuntungan dari produk ini dengan membebankan administrasi
dan margin atas emas yang dibeli oleh nasabah. Pegadaian Syariah
memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk kepemilikan
emas batangan dengan pola secara tunai maupun angsuran, serta
memberikan proses yang cepat dan fleksibel dalam jangka waktu tertentu
dengan akad murabahah dan rahn. Adapun flowchart mekanisme
pembiayaan serta persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi nasabah

sesuai Standar Operasional Prosedur Pembiayaan MULIA, antara lain :



Gambar 4.2

Flowchart Pembiayaan MULIA
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A. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA.

1.

Menyerahkan foto copy KTP atau tanda pengenal lain yang
masih berlaku

Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan
Menyerahkan foto copy NPWP dan foto copy AD/ART
(Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang
mengajukan atas nama badan usaha.

Mengisi formulir persetujuan Pembiayaan MULIA dan
menandatanganinya

Menandatangani akad murabahah dan akad rahn pada Form
Akad MULIA

Menyerahkan uang muka sesuai kesepakatan 10-90% (jika

angsuran)

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan MULIA

1.

Nasabah datang ke outlite Pegadaian Syariah dengan maksud
melakukan jual beli emas logam dengan pembiayaan MULIA
Nasabah mengajukan KTP dan KK yang masih berlaku serta
membawa sejumlah uang untuk uang muka

Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan
MULIA

Selain itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan
dibayarkan dan membuatkan bukti pembayaran uang muka

untuk pembelian emas
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5. Apabila pembelian dilakukan secara tangguh dan angsur, maka
kemudian petugas membuatkan form perjanjian akad MULIA
yang didalamnya terdapat dua akad, yaitu akad murabahah dan
akad rahn.

6. Kedua belah pihak menandatangi perjanjian dan emas logam
MULIA akan diterima nasabah setelah melunasi hutang
pembeliannya.

C. Biaya Biaya dalam Pembiayaan MULIA

Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah menghindari adanya
praktik riba, akan tetapi untuk meningkatkan operasionalnya
Pegadaian Syariah memberikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan
nasabah yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya tersebut
antara lain biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.

Pegadaian Syariah menetapkan besaran margin cicilan yang
bilamana nasabah memilih jangka waktu yang lama maka margin
akan semakin tinggi. Ketentuan penetapan margin menurut standar
operasional prosedur produk MULIA adalah apabila pembiayaan
secara tunai maka Pegadaian Syariah mengambil margin penjualan
sebesar 2,5%,untuk cicilan angsuran selama 3 bulan sebesar 4%,
untuk cicilan hingga 6 bulan maka dikenakan margin sebesar 6%,
untuk cicilan dari 12 bulan dikenakan margin sebesar 12%, dan
cicilan selama 36 bulan maka dikenakan margin sebesar 36%.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Dinal, ia menyatakan “jika
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nasabah melakukan pembiayaan secara angsuran maka nasabah

harus membayar margin penjualan dan ditambah dengan margin

angsuran”
Tabel 4.1.
Ketentuan Pembiayaan MULIA

Nomor Aspek Keterangan
1 Logam Mulia Logam Mulia cap ANTAM atau Pegadaian
2 Jangka Waktu a. 3 Bulan

b. 6 Bulan

c. 12 Bulan

d. 18 Bulan

e. 24 Bulan

f. 36 Bulan
3 Uang Muka 20-40%
4 Akad Pembiayaan Murabahah
5 Biaya Administrasi Rp. 50.000
6 Margin Penjualan 2,5%
7 Margin Angsuran 4%,6%,12%,36%
8 Cara Pembayaran Angsuran/Tunai

(Sumber : Pedoman Operasional Pegadaian Syariah Produk Pembiayaan MULIA)

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1.

Mekanisme Pembiayaan MULIA

Pihak pihak yang terlibat dalam pembiayaan MULIA adalah
Pegadaian Syariah sebagai pihak pertama selaku pembeli atau yang
membiayai pembelian emas. Kedua, nasabah sebagai pemesan barang
yang dalam pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam
MULIA. Ketiga adalah PT ANTAM (Aneka Tambang) yang merupakan
supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual emas.

Peneliti menjadi nasabah atau pihak kedua dalam melakukan
penelitian ini. Mekanisme perjanjian pembiayaan MULIA yang diperoleh

peneliti adalah peneliti mendatangi kantor pegadaian syariah dan membeli
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emas berdasarkan angsuran. Peneliti sebagai pihak kedua yang melakukan
pembiayaan MULIA lewat pihak pertama yaitu PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang yang dipesan ke pihak ketiga yaitu PT.
Antam. Untuk lebih memahami alur mekanisme pembiayaan MULIA,
peneliti menggambarkan bagan pembiayaan murabahah logam MULIA
sebagai berikut :

Gambar 4.3.
Mekanisme Pembiayaan MULIA

1) (2)

| L I

! |1 \

(4) 3)
(Sumber : Data Diolah 25 Januari 2018)

Mekanisme pembiayaan MULIA yang pertama yaitu nasabah
melakukan akad murabahah berupa jual beli emas logam MULIA dengan
pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang yang
bertindak sebagai penjual. Kedua, PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang melakukan pembelian emas logam MULIA ke
PT. ANTAM sesuai dengan pesanan nasabah. Ketiga, PT. ANTAM
mengirimkan logam MULIA ke pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang. Keempat, PT. Pegadaian Syariah Cabang

Landungsari Kota Malang menyerahkan emas logam MULIA kepada
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nasabah sesuai dengan pesanan, apabila dilakukan secara angsuran maka
emas baru bisa pindah kepemilikan jika angsuran telah lunas.
4.2.2.Operasional Akad Pembiayaan MULIA

Peneliti melakukan transaksi langsung pembiayaan MULIA di PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malangpada tanggal 5
Desember 2017 dengan membeli emas logam MULIA sejumlah
1gramsecara angsuran selama 3 bulan. Dalam praktiknya PT. Pegadaian
Syariah Cabang Landungsari Kota Malang membelikan emas atas pesanan
nasabah ke PT. ANTAM atas nama PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang. Pada saat bersamaan PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang memberikan akad murabahah dan akad
rahn untuk di tanda tangani oleh nasabah atas disetujuinya pembiayaan
produk MULIA. Karena peneliti melakukan pembiayaan secara angsuran
maka peneliti menerima akad rahn mengingat emas merupakan barang
dengan nilai ekonomis yang tinggi.

Nasabah memberikan uang muka sejumlah Rp. 194.990 yang
didalamnya sudah termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 yang
menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya. Setelah itu
syarat administratif yang harus dipenuhi nasabah dalam Pembiayaan
MULIA ini sangat mudah dan sederhana, nasabah hanya memberikan
lampiran KTP yang masih berlaku. Selanjutnya, pegawai PT. Pegadaian
Syariah Cabang Landungsari Kota Malang memberikan form keterangan

penjualan emas kepada nasabah yang didalamnya tertera harga jual yang
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merupakan harga pokok sudah termasuk margin keuntungan serta jumlah
angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap bulan selama 3 bulan.
Dalam akad murabahah nomor 0115124531332044/MULIA BARU/2017
yang diterima peneliti sudah jelas berapa harga pokok dan harga jual serta
uang muka yang dibayarkan nasabah, akad tersebut berbunyi :
Pasal 1
Harga, Margin, dan Uang Muka

1. PIHAK PERTAMA menjual Logam Mulia ANTAM Emas yang
selanjutnya disebut LM Emas kepada PIHAK KEDUA sejumlah 1
Gram yang terdiri dari 1 Keping dengan Harga Pokok Rp. 629.000
(Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

2. PIHAK PERTAMA mengambil Margin Keuntungan dari penjualan
LM Emas sebesar Rp. 85.414 (Delapan Puluh Lima Ribu Empat
Ratus Empat Belas Rupiah)

3. PIHAK KEDUA setuju membeli Logam Mulia Emas dengan harga
sebesar Rp. 714.414 (Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus
Empat Belas Rupiah) yang terdiri dari harga pokok ditambahi
margin keuntungan

4. PIHAK KEDUA setuju dan sepakat membayar uang muka sebesar
Rp. 194.990 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dari pembelian Logam Mulia Emas

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
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Setalah nasabah membeli LM Emas dengan akad murabahah tersebut,
kemudian emas yang dibeli dijadikan jaminan karena pembelian dilakukan
secara angsuran sampai sisa hutang nasabah lunas kepada PT. Pegadaian
Syariah Cabang Landungsari Kota Malang melalui akad rahn. Setelah
semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-
dokumennya diserahkan kepada nasabah. Adapun bunyi akad rahn nomor
0115124531332044/MULIA BARU/2017 :

1. PIHAK KEDUA menyatakan telah berhutang kepada PIHAK
PERTAMA yang timbul dari akad murabahah Logam Emas Mulia
Karyawan dengan nomor 0115124531332044, dan berkewajiban
untuk membayar pelunasan angsuran Logam Mulia Emas.

2. PIHAK KEDUA menyerahkan LM Emas kepada PIHAK
PERTAMA sebagai marhun (barang jaminan) atas utang PIHAK
KEDUA yang timbul dari akad murabahah LM Emas Karyawan
dengan nomor 0115124531332044, uraian terhadap barang jaminan
sebagai berikut

a. Jumlah Keping 1
b. Berat1 Gram
c. Nomor Sertifikat Logam MULIA 0115124531332044

3. PIHAK PERTAMA memelihara dan merawat objek barang jaminan

pelunasan utang tersebut dari risiko kerusakan dan atau kehilangan

sampai utang PIHAK KEDUA lunas.
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4. Apabila jangka waktu yang timbul dari akad murabahah LM Emas
Karyawan, telah jatuh tempo dan/atau PIHAK KEDUA lalai atau
sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK
PERTAMA atau menunggak angsuran sebanayak 2 (dua) kali
berturut-turut dan telah dikirim surat peringatan selama 3 (tiga) Kkali,
maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan eksekusi dengan
melakukan penjualan lelang barang jaminan tersebut.

Peneliti menyimpulkan dari isi akad diatas diatas bahwa akad
murabahah dan akad rahn dalam pembiayaan MULIA telah memenubhi
syarat keabsahannya yaitu pihak pertama menjelaskan besarnya harga
pokok dan besarnya margin yang telah ditentukan dalam akad transaksi.
Walaupun nasabah melakukan transaksi secara kredit tetapi Pegadaian
Syariah tidak memberikan bunga. Bunga merupakan transaksi riba yang
bertolak belakang dengan hukum Islam. Persyaratan administratif sangat
jelas, mudah dan sederhana yang dapat dipenuhi oleh nasabah.

Pak Dinal dalam wawancara dengan peneliti menyatakan “kita akan
melakukan pelelangan barang jika nasabah terbukti dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran selama 3 Kkali
berturut turut. Biasanya kita kasih waktu telat sampai 7 hari setiap
bulannya”. Karena nasabah telah menyepakati dalam akad dan tidak ada
larangan hukum. Setiap individu harus memenuhi setiap janji-janjinya
seperti yang difirmankan Allah dalam Surah Al Maidah ayat 1 yang

artinya “dan penuhilan kalian akan janji-janji”.
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Dilihat dari pelaksanaan transaksi MULIA, maka akad murabahah dan
rahn dalam pembiayaan MULIA telah memenuhi syarat dan rukun akad
sesuai dengan syariat Islam. Para pihak masing-masing mempunya kuasa
untuk berbuat hukum, wujud dalam obyek akad sudah jelas, harga jual dan
pembayaran sudah sesuai dengan yang tertulis dalam isi akad. Menurut
peneliti jual beli emas logam melalui pembiayaan MULIA di PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang dengan akad
murabahah dan akad rahn diperbolehkan dalam syariat Islam dan bukan
termasuk dalam kategori “Shofqotaini fii shofqoh wahidah” (satu transaksi
dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Dinal selaku pegawai
bagian SBU Syariah kantor pusat PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 22
Januari 2018 di Jakarta, ia menyatakan “murabahah di Pegadaian Syariah
diperbolehkan dengan adanya jaminan karena itu sudah diatur dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.4/DSN-
MUI/V/2000. Untuk menjalankan produk syariah ini Pegadaian tidak
sembarangan karena Pegadaian juga diawasi oleh MUI dan harus
berdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturannya pun
juga harus didasari Fatwa Dewan Syariah Nasional, maka dari itu kita
benar benar menjalankan untuk menjaga nama baik perusahaan dan MUI
tentunya”

Dalam pembiayaan logam MULIA akad yang utama adalah akad

murabahah. Akad rahn hanya menjadi akad tambahan yang dilakukan
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setelah akad murabahah selesai karena mengingat objek adalah emas mulia
yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tujuan adanya akad rahn
adalah untuk mencegah kelalaian nasabah dalam hal pembayaran. Dalam
hadist yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW
membeli makanan dan menjaminkan kepadanya baju besi dari seorang
Yahudi, “dari Aisyah r.a berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membeli
makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya (HR.
Muslim)”
4.2.3.Pehitungan Harga Jual dan Penentuan Margin Keuntungan Logam Emas
MULIA
Peneliti melakukan pembelian logam mulia emas pada tanggal 5
Desember 2017 sebanyak 1 gram dengan harga pokok Rp. 629.000 dan
diketahui margin sebesar Rp. 85.414 yang didalamnya termasuk biaya
administrasi sebesar Rp. 50.000. Total harga yang harus dibayar peneliti
adalah sebesar Rp. 714.414. Peneliti melakukan pembelian dengan cara
angsuran selama 3 bulan dan uang muka yang dibayarkan peneliti sebesar
Rp. 194.990 yang di dalamnya termasuk pembayaran biaya administrasi

sebesar Rp. 50.000.

Margin Keuntungan = Harga Jual — Harga Pokok
= Rp. 714.414 — Rp. 629.000 = Rp. 85.414

Margin keuntungan dalam pembiayaan MULIA ini dihitung sebesar
Rp. 85.414. Yang mana margin keuntungan pembiayaan MULIA dibagi

menjadi 2 yaitu Margin Penjualan dan Margin Angsuran. Pegadaian
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menetapkan margin penjualan sebesar Rp. 15.725 dan margin angsuran
sebesar Rp. 24.783. PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota
Malang menetapkan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000, Pegadaian
Syariah memasukkan biaya administrasi ke dalam margin keuntungan.
Terdapat diskon margin yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp. 5.094.
Adapun Perhitungan prosentase margin keuntungan dan diskon margin
keuntungan yang diberikan PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

Kota Malang adalah sebagai berikut :

Margin Penjualan Rp. 15.725
Prosentase Margin = = =2.5%
Penjualan Harga Pokok Rp. 629.000

Margin Angsuran Rp. 24.783

Prosentase Margin = = = 3.94%
Angsuran Harga Pokok Rp. 629.000

Diskon Margin Rp. 5.094
Prosentase Diskon = ——— = — =091%
Margin Harga Pokok Rp. 629.000

Margin Keuntungan Rp. 85.414

Prosentase Margin = = 13,5793323%

Keuntungan Harga Pokok Rp. 629.000

Berdasarkan perhitungan diatas jumlah margin keuntungan yang diberikan
Pegadaian Syariah berjumlah Rp. 85.414. Jumlah tersebut didapat dari
Margin Penjualan + Margin Angsuran + Biaya Administrasi — Diskon
Margin. Total prosentase Margin Keuntungan diketahui sejumlah

13,5793323%.
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Peneliti membayar uang muka sebesar Rp. 194.990 untuk
menyatakan bahwa bersungguh-sungguh melakukan pembiayaan logam
emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota
Malang. Yang diantara pembayaran uang muka tersebut diketahui uang
muka murni sebesar Rp. 129.265, biaya administrasi sebesar Rp. 50.000
dan margin penjualan sebesar Rp. 15.725. Maka, perhitungan sisa

angsuran yang harus dibayarkan peneliti adalah :

Sisa Angsuran = Harga Jual — Uang Muka
= Rp. 714.414 — Rp. 194.990 = Rp. 519.424

Jadi peneliti harus membayar sisa marhun bih (angsuran) sebesar Rp.
519.424 yang diangsur selama 3 bulan mulai dari tanggal 5 Januari 2018.
Pembayaran uang muka sebesar Rp. 194.990 terdapat sisa angsuran
sebesar Rp. 519.424 yang didalamnya termasuk angsuran pokok sebesar
Rp. 499.735 dan sisa margin keuntungan sebesar Rp. 19.689. Adapun
perhitungan margin keuntungan dan angsuran pokok perbulan adalah

sebagai berikut :

Angsuran Pokok = Angsuran Pokok = Rp. 499.735
per Bulan = Rp. 166.578,33
Bulan 3

Margin Keuntungan = Margin Keuntungan = Rp. 19.689
per Bulan = Rp. 6.563
Bulan 3
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Karena hasil yang ditunjukan tidak menunjukan pembulatan maka, peneliti
mengangsur angsuran pokok bulan januari dan februari sebesar Rp.
166.579 dan margin sebesar Rp. 6.563 sedangkan untuk bulan maret
peneliti mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 166.577 dan margin
keuntungan sebesar Rp. 6.563. Jadi total angsuran pada bulan januari dan
februari sebesar Rp. 173.142 sedangkan untuk bulan maret sebesar Rp.
173.140.

Peneliti membayar uang muka maka dari itu peneliti mendapatkan
diskon margin, uang muka tersebut juga mengurangi angsuran pokok.

Prosentase margin atas sisa angsuran tersebut adalah :

Prosentase Margin = Margin Keuntungan Rp. 19.689

Angsuran =3,94%

Sisa Angsuran Pokok Rp. 499.735

Prosentase margin angsuran sebesar 3,94%. Dapat disimpulkan bahwa
standar operasional prosedur produk pembiayaan MULIA ini sudah di
jalankan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
dalam penentuan margin keuntungan.
4.2.4. Analisis Penentuan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan MULIA
Ketentuan dan persyaratan pembiayaan kepemilikan logam MULIA
sangat mudah. Nasabah hanya melampirkan identitas pribadi dan
menyiapkan uang muka sesuai kesepakatan antara 20-40% dari harga emas
logam MULIA tersebut. Nasabah hanya perlu menentukan berapa gram

emas yang ingin dia beli dengan jangka waktu sesuai kesepakatan jika
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pembiayaan dilakukan secara angsuran. Angsuran dimulai antara 3 bulan,
6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Peneliti melakukan prosentase untuk membuktikan penerapan di
lapangan dengan standar operasonal prosedur. Diketahui bahwa prosentase

margin sebesar :

Margin Penjualan Rp. 15.725
Prosentase Margin = = =2.5%
Penjualan Harga Pokok Rp. 629.000
Margin Keuntungan Rp. 19.689
Prosentase Margin = = = 3,94%
Angsuran Sisa Angsuran Pokok Rp. 499.735
Tabel 4.2.
Studi Kasus Pembiayaan Emas Logam Mulia
Nomor Aspek Keterangan
1 Logam Mulia Logam MULIA ANTAM 1 Gram
P Jangka Waktu 3 Bulan
3 Uang Muka Rp. 194.990
4 Akad Pembiayaan Murabahah
5 Biaya Administrasi Rp. 50.000
6 Jenis Barang Jaminan | Emas Logam MULIA ANTAM 1 Gram
7 Margin Penjualan 2,5%
8 Margin Angsuran 3,94%
9 Cara Pembayaran Angsuran

(Sumber : Data Diolah 27 Januari 2018)

Harga jual logam MULIA yang diberikan Pegadaian Syariah sangat
jelas dan tertera dalam bukti transaksi serta akad-akad yang tertulis. Harga
jual juga setiap harinya diperbarui sesuai dengan harga emas di pasaran,
Pegadaian Syariah juga memposting harga emas terbaru setiap harinya

melalui web resmi PT. Pegadaian (Persero)
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Prosentase margin keuntungan dalam pembiayaan MULIA ialah
sebesar 2,5% untuk margin penjualan, sedangkan untuk margin angsuran
yaitu sebesar 3,94%. Standar Operasional Prosedur pembiayaan MULIA
mengatur bahwa margin yang diberikan Pegadaian Syariah flat setiap
bulan, maka diketahui melalui perhitungan margin keuntungan angsuran
setiap bulan dikenakan sebesar Rp. 6.563 yaitu 3,94% dari angsuran pokok
perbulan Rp. 166.579, Margin dihitung berdasarkan sisa harga pokok
sebesar Rp. 499.735 yang dibagi untuk 3 bulan. Prosentase margin sebesar
3,94% membuktikan bahwa nilai prosentase margin keuntungan pada
pembiayaan produk Logam MULIA tidak melebihi dari prosentase yang
diatur dalam Standar Operasional Prosedur perusahaan yaitu sebesar 4%.

Peneliti menyimpulkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang telah menerapkan sistem yang baik dalam
penentuan prosentase margin keuntungan. Sebelum akad disepakati, kedua
belah pihak melakukan kesepakatan dengan konsep suka sama suka dan
tidak keberatan dalam melakukan pembiayaan. Berdasarkan jumlah
pembiayaan, jangka waktu serta uang muka dalam akad,PT. Pegadaian
Syariah Cabang Landungsari Kota Malang benar-benar memberi
kebebasan kepada nasabah sehingga konsep kesepakatan diawal sebelum
disahkannya akad murabahah diterapkan. Margin keuntungan telah
dihitung dan dijelaskan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
Kota Malang dalam bukti transaksikepada nasabah sebelum akad

pembiayaan murabahah disepakati.
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Peneliti membeli emas seberat 1 gram dengan harga pokok Rp.
629.000 dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
memberikan harga jual sebesar Rp. 714.414 sehingga dapat diketahui
bahwa margin keuntungan yang diberikan PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang sebesar Rp. 85.414, yang mana diantaranya
yaitu ada margin penjualan sebesar Rp. 15.725, margin angsuran sebesar
Rp. 19.689, dan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000. Peneliti membayar
uang muka sebesar Rp. 194.990 yang didalamnya termasuk pembayaran
margin penjualan dan biaya administrasi.

Peneliti membayar uang muka sebesar Rp. 194.990 sehingga sisa
angsuran yang harus dibayarkan peneliti selama 3 bulan ialah sebesar Rp.
519.424. Sisa angsuran sebesar Rp. 519.424 yang merupakan ansguran
pokok sebesar Rp. 499.735 dan margin angsuran sebesar Rp. 19.689. Sisa
Angsuran sebesar Rp. 519.424 dibagi untuk 3 bulan menunjukan hasil
yang tidak bulat sehingga peneliti harus membayar angsuran Rp. 173.142
untuk bulan januari dan februari, sedangkan untuk bulan maret peneliti
membayar angsuran sebesar Rp. 173.141. Marginangsuran didalamnya
sebesarsebesar Rp. 6.563 setiap bulan, dan angsuran pokok sebesar Rp.
166.579 untuk bulan januari dan februari, untuk bulan maret yaitu sebesar
Rp. 166.577.

Peneliti menghitung prosentase margin angsuran pembiayaan logam
MULIA yang didapat sebesar 3,94% setiap bulan. Prosentase ini didapat

dari besaran sisa angsuran setiap bulannya. Standar prosedur pembiayaan
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MULIA mengatur bahwa besaran margin keuntungan untuk pembiayaan

selama 3 bulan ialah tidak lebih dari 4%. Adapun besaran margin

keutungan pada pembiayaan logam MULIA ialah flat setiap bulan dari sisa

besaran marhun bih.

Tabel 4.3.

Implementasi Standar Operasional Prosedur dengan Penerapan di
Lapangan Produk Pembiayaan MULIA

No | Aspek Standar Operasional Penerapan Di Lapangan
Prosedur
1 Logam Mulia Logam MULIA Cap Logam MULIA
ANTAM atau Pegadaian ANTAM 99,9%
fineness 99,9% Fineness
2 | Jangka Waktu a. 3Bulan 3 Bulan
b. 6 Bulan
c. 12 Bulan
d. 18 Bulan
e. 24 Bulan
f. 36 Bulan
3 | Uang Muka 20-40% 27%, Rp. 194.990
4 | Akad Pembiayaan | Murabahah Murabahah
5 | Biaya Administrasi | Rp. 50.000 Rp. 50.000
6 | Margin Penjualan | 2,5% 2,5%, Rp. 15.725
7 | Margin Angsuran | 4% 3,94%, Rp. 24.783
8 | CaraPembayaran | Angsuran/Tunai Angsuran

(Sumber Data Diolah 10 Februari 2018)

Penerapan Standar Operasional Prosedur produk pembiayaan logam

MULIA berdasarkan penjelasan analisis diatas memiliki kesesuaian

dengan praktik di lapangan dari beberapa aspek, antara lain

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang

menjual logam MULIA cap antam atau cap Pegadaian dengan

keaslian 99,99%, peneliti membeli logam mulia cap ANTAM

dengan keaslian 99,9%
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. Jangka waktu yang dipilih oleh peneliti telah sesuai dengan apa
yang dituliskan dalam operasional Pegadaian Syariah. Peneliti
memilih jangka waktu selama 3 bulan.

Uang muka yang diberikan peneliti sebesar Rp. 194.990 atau
27% dari harga jual. Terdapat kesesuaian karena PT. Pegadaian
Syariah Cabang Landungsari Kota Malang membebaskan
nasabah untuk membayar uang muka antara 20-40% dari harga
jual

. Sebelum terjadinya kesepakatan PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang secara jelas telah menyebutkan
prosedur akad-akad dengan nasabah sehingga tidak akan terjadi
lagi gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Akad pembiayaan
pada produk ini yang utama adalah akad murabahah.

Peneliti membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000, PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang telah
sesuai menerapkan di lapangan.

Margin penjualan telah ditetapkan PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang sebesar 2,5%, telah sesuai
dengan yang dibayarkan peneliti yaitu sebesar Rp. 15.725 atau
2,5% dari harga pokok.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
menetapkan margin angsuran sebesar 4%, peneliti membayar

margin angsuran sebesar 3,94% atau sebesar Rp. 24.783.
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Menurut peneliti. PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
Kota Malang telah sesuai menjalankan standar operasional
prosedur penetapan margin ansguran walaupun berbeda hanya
sekian persen saja. Bagi penelti perbedaan sekian persen tidak
bermasalah karena perbedaan tersebut tidak telalu material yang
memberatkan nasabah.

8. Metode pembayaran yang dipilih nasabah adalah secara
angsuran, karena angsuran peneliti harus melunasi hutang nya
terlebih dahulu untuk mendapatkan logam MULIA tersebut.

Peneliti menarik kesimpulan dari pengalaman peneliti melakukan

pembiayaan MULIA bahwa praktik lapangan produk MULIA di PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang telah sesuai dengan
standar operasional prosedur. Penentuan margin keuntungan telah
diketahui dari awal akad dan telah dijelaskan oleh pegawai PT. Pegadaian
Syariah Cabang Landungsari Kota Malang sehingga tidak adanya praktik
gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Walaupun margin angsuran
kurang dari 4% tetapi prosentase tersebut membuktikan bahwa PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang tidak pernah
menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan riba (tambahan) serta tidak

memberatkan nasabahnya dalam melakukan transaksi.
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4.2.5.Kajian Syariah Produk Murabahah di Pegadaian Syariah

Produk MULIA merupakan produk murabahah di Pegadaian Syariah
yang merupakan praktik jual beli emas dengan cara angsuran maupun
tunai dengan keuntungan yang disepakati. Melihat bagaimana praktik yang
dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang,
peneliti menyebutkan bahwa akad ini sebagai akad jual beli dengan dasar
kepercayaan (amanah) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual
tentang harga pokok yang sesuai dengan harga dipasaran, pembeli juga
bisa mengakses harga emas di web resmi PT. Pegadaian (Persero) atau
web resmi penjualan emas.

Penjual harus jujur dalam memberikan informasi kepada pembeli
tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang merupakan harga pokok
pembelian dan tambahan keuntungan. Dalam jual beli murabahah ini

kejujuran penjual sangat penting sebagaimana dalam hadist disebutkan :
s gty 0L ol o oW bl o o w8 nll) (g0 e sy B81S7 36 0 Sl 220M

sae ST Sf 3 S o o ol 835 s gy 4wl 6 Vs Slony opad Jsk ¢ a0l

“Hukum transaksi jual beli murabahah adalah boleh tanpa adanya unsur
makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan
menetapkan harga suatu barang diatas harga belinya ditambah
keuntungan. Misalnya seseorang membeli barang dengan harga 100
kemudian berkata kepada pihak kedua, aku jual barang ini ke kamu sesuai
dengan harga dasar aku membelinya ditambah laba sekian dirham
sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap 10
dirhamnya atau tiap 10 persennya” (H.R. Imam Al Mawardi, al-Igna’ fii
Hillil Alfadh Abi Sujja’[1/468]).
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Hikmah dari murabahah ini adalah kendati pihak pedagang berhak
menentukan harga jual berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan,
namun ia tidak akan berani menetapkan harga jual semaunya. Pedagang
juga harus melakukan perhitungan keuntungan berdasarkan rasio
keuntungan yang mahfun (tepat) dan diketahui oleh pembeli

Melihat proses bagaimana lahirnya akad murabahah ini, beberapa
ahli figih kontemporer menyebutkan akad ini sebagai akad jual beli atas
dasar amanah. Mengapa? Karena dalam prosesnya, akad ini terjadi atas
dasar amanah yang diberikan pedagang kepada pembeli. Oleh karena itu ia
sangat berharap kejujuran orang yang menjalankannya dan berharap
orang-orang yang ditugasinya tidak melakukan hal-hal yang berbuah

hilangnya sebuah kepercayaan. http://www.nu.or.id/post/read/84936/akad-

murabahah-dalam-kajian-figih.

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun
akad masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan
dapat mengikat antar pihak. Ustadz Mudaimullah Azza (2013) dalam
bukunya menyatakan bahwa ada 2 hal yang membatalkan akad ; (1) Akad
yang menyebutkan syarat akad tersebut tetapi pelaksanaannya bertolak
belakang dengan syarat tersebut, (2) Akad yang dalam pelaksanaannya
menarik suatu kemanfaatan (keuntungan) satu pihak.

Allah berfirman dalam QS. Al Anfal ayat 27 yang berbunyi sebagai

berikut :
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05205 255 285060 15 0, 138 T 6l
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasulmu (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang sedang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahuinya”(Q.S. Al Anfal 28).

Murabahah merupakan jenis muamalah yang diberkahi yang akan
berkembang kearah yang lebih baik. Dengan pembiayaan murabahah
secara angsuran, pembeli mendapat kemudahan untuk memenuhi barang
yang ingin dibeli sesuai dengan harga yang telah diketahui dan disepakati

bersama. Dalam hadits dikatakan bahwa murabahah secara tangguhan

terdapat keberkahan. Rasulullah SAW bersabda :
2 Lalss (A u)’#i Q) el 58 Eg B0 6 i T e W L 2 O

et o 4l ol ol & Y ol BR
“Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal yang didalamnya terdapat
keberkahan antara lain ; jual beli secara tangguh (murabahah),
mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung
untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).
Produk MULIA di Pegadaian Syariah dilaksanakan dengan akad
utama yaitu akad murabahah, dimana jual beli dilaksanakan dengan
pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh
pembeli melainkan ditahan oleh Pegadaian Syariah sebagai penjual dengan
akad rahn sampai pembayaran angsuran lunas oleh pembeli. Tampak dari
penjelasan diatas bahwa terdapat dua akad dalam satu transaksi dalam

istilah figih masuk ke dalam kategori “Shofgataini fi Shofkoh wahidah™

(dua akad dalam satu transaksi).
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Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi yang mana
akan menimbulkan Kketidakpastian. Dalam pelakasanaan pembiayaan
MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
sebenarnya hanya ada satu akad yaitu akad murabahah karena akad rahn
menjadi akad pelengkap agar nasabah mentaati segala mekanisme
pembayaran dan tidak menyalah gunakan pembiayaan murabahah tersebut,
mengingat emas merupakan barang dengan nilai ekonomis yang tinggi.

Peneliti dalam melakukan transaksi MULIA di PT. Pegadaian
Syariah tidaklah melakukan dua akad dalam satu transaksi karena dalam
pelaksanaan awal akad yaitu akad murabahah. Setelah peneliti
menandatangi bahwa menyetujui akad murabahah maka pihak Pegadaian
memberikan surat perjanjian akad rahn kepada peneliti dikarenakan emas
merupakan barang dengan nilai ekonomis yang tinggi. Melihat praktiknya
peneliti menyatakan bahwa PT. Pegadaian Syariah tidak melaksanakan
dua akad dengan waktu bersamaan serta praktik yang dilakukan PT.
Pegadaian Syariah bukan merupakan poin yang membatalkan akad
menurut Ustadz Mudaimullah Azza.

Pak Dinal menyatakan bahwa transaksi murabahah di Pegadaian
Syariah merupakan jenis transaksi yang memiliki tingkat resiko yang
tinggi. Setiap transaksi penyaluran dana yang mengandung resiko maka
akan timbul masalah hukum antara PT. Pegadaian Syariah dengan
pembeli. Yang mendasari adanya hukum nasabah boleh menjaminkan
barang dari transaksi murabahah secara tangguh telah disebutkan
Rasulullah SAW dalam hadits shahih riwayat Bukhari no. 2513 dan

Muslim no. 1603, Rasulullah SAW bersabda:
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“Sesungguhnya Rasulullah ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan
makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau
menggadaikan baju besinya” (H.R. Al Bukhairi No. 2513 dan Muslim No.
1603).

Produk Pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah merupakan
produk pembiayaan jual-beli emas secara tunai maupun tangguhan. Emas
menurut ulama adalah barang ribawi. Barang ribawi merupakan barang-
barang yang diperjual belikan tidak sesuai kaidah jual beli yang ditetapkan
syariah Islam dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan nash, maka
transaksi tersebut menjadi riba’. Ada 6 jenis barang ribawi sesuai hadits
Rasulullah SAW, antara lain emas, perak, gandum, jewawut (sya’ir),
kurma, dan garam (Makanan). Rasulullah SAW bersabda :

1 Jis St ol alally 284 5285 il i S0 25 aadll, Ladly sl e al

P
= P
o

5 o aially W) T 38 s 5 55 048 g

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandung
dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan
kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau
timbangan harus sama dan dibayar kontan (tunai). Maka ia telah berbuat
riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang
memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim No. 1584)

i S0 ol L5 28U 5285 Il g sl g sladl, Eaddy sy sl
G 1% O8T1Y) a8 G sk S UL e Bl 56 g 1% gty 250

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual
dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma,
dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangannya
harus sama dan dibayar dengan kontan (tunai). Jika jenis barang tadi
berbeda (tapi yang termasuk barang ribawi), maka silahkan engkau
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menukarnya sesukamu namun harus dilakukan secara tunai” (HR.
Muslim 1587).

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam barang tersebut (emas,
perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam) termasuk barang ribawi.
Sehingga keenam barang tersebut boleh diperjual-belikan atau ditukar
dengan komoditi yang sama asalkan memenuhi 2 syarat, antara lain :

1. Transaksi harus dilakukan secara tunai. Sehingga penyerahan
barang yang ditukar harus dilakukan pada saat akad terjadi atau
tidak boleh ditunda.

2. Barang yang menjadi objek tukar harus sama jumlah dan
takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua
barang.

Emas dan Perak merupakan barang tsamaniyah (barang berharga
yang digunakan untuk tukar-menukar) dan gandum, sya’ir, kurma, dan
garam merupakan kategori makanan pokok. Masing-masing kelompok
barang memiliki peraturan hukum dalam tukar-menukar antara lain :

1. Jika terjadi pertukaran barang dengan jenis yang sama misalkan

emas dengan emas, gandum dengan gandum maka ada dua syarat
: pertama, transaksi harus dilakukan dengan cara tunai ; kedua,
jumlah kuantitas barang harus sama.

2. Jika terjadi pertukaran barang dengan jenis barang yang berbeda
tetapi masuk dalam kelompok barang yang sama, maka hanya

ada satu syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat transaksi harus
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dilakukan secara tunai Contoh : emas dan perak atau gandum dan
kurma

3. Jika terjadi pertukaran barang dengan kelompok yang berbeda
yaitu barang tsamaniyah dan makanan maka hilang kedua syarat
diatas. Misalkan emas dengan gandum.

4. Jika terjadi pertukaran barang ribawi dengan barang non-ribawi
maka dua syarat diatas juga hilang, dengan kata lain transaksi
boleh dilakukan secara angsuran maupun terdapat perbedaan
jumlah.

5. Jika terjadi pertukaran antara barang non-ribawi maka tidak ada
lagi ketentuan yang mengharuskan tunai dan jumlahnya sama.
https://nasihatonline.wordpress.com/2013/02/25/cara-mudah-
memahami-permasalahan-riba/

Mayoritas ulama menyatakan bahwa riba’ juga berlaku pada selain
enam jenis barang diatas. Jenis lain berlaku hal yang sama jika memiliki
kesamaan kategori (illah). Namun para ulama masih banyak berbeda
pendapat mengenai apa saja jenis barang yang memiliki kesamaan dari
kategori (illah) tersebut. Yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak
memiliki kesamaan illah. Sedangkan kurma, gandum, sya’ir, dan garam
juga memiliki kesamaan illah. Lantas bagaimana dengan uang (fulus) yang
sekarang berkembang menjadi satuan alat tukar dunia?

Ustadz Mudaimullah Azza (2013:50) yang merupakan pengasuh

pondok pesantren Lirboyo dalam bukunya berpendapat bahwa uang
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diberlakukan sebagai alat pembayaran, ulama berbeda pendapat dalam
mengkategorikan uang sebagai barang ribawi. Versi qaul ashah, riba’
tidak berlaku dalam mata uang selain dirham dan dinar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010
tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai memutuskan bahwa jual beli
emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau murabahah
hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang
resmi (uang). Batas dan ketentuan diatur antara lain :

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu
perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh
tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan
jaminan (rahm)

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud angka
2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain
yang menyebabkan kepemindahan kepemilikan. (Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010, 2010 : 11)

Peneliti menyimpulkan berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 yang dijelaskan
diatas bahwa melakukan transaksi jual beli emas secara angsuran dengan
pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah bukan termasuk transaksi
riba’. Pendapat tersebut dipertegas oleh ulama yang menyatakan bahwa

uang bukan termasuk barang ribawi, oleh karena itu sudah lepas hukum-
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hukum larangan jual beli barang ribawi yang sudah dijelaskan. Maka,
transaksi pembelian emas secara angsuran dengan pembiayaan MULIA
diperbolehkan karena transaksi tersebut bukan merupakan transaksi riba’
yang diharamkan syariat Islam. Menurut peneliti PT. Pegadaian Syariah
sudah memenuhi syarat-syarat jual beli yang diatur dalam Ijma Ulama.
Terlepas dari itu pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah juga diatur
oleh fatwa Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah merupakan perusahaan yang
diawasi Dewan Syariah Nasional, oleh karena itu praktik transaksi yang
dilakukan oleh Pegadaian Syariah diawasi dengan ketat oleh Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Melalui Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara
tidak tunai menyatakan bahwa murabahah emas secara tidak tunai dan
dengan adanya jaminan diperbolehkan dengan alasan akad tidak
dilaksanakan bersamaan dan barang jaminan tersebut tidak boleh
diperjualbelikan. PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota
Malang juga tidak memberikan biaya tambahan berupa biaya pemeliharaan
atas barang jaminan tersebut, sehingga PT. Pegadaian Syariah Cabang
Landungsari Kota Malang sebagai penjual hanya memberikan harga jual
senilai pada saat perjanjian saat akad dilakukan.

Peneliti menarik kesimpulan atas pernyataan diatas bahwa produk
MULIA secara angsuran sudah dijalankan sesuai syariat Islam, hukumnya

jelas dan transaksi MULIA tersebut sudah diatur menurut ljma Ulama oleh
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Majelis Ulama Indonesia. Akad utama dalam pembiayaan MULIA adalah
akad murabahah. Pembiayaan MULIA bukan termasuk ke dalam transaksi
yang menggunakan dua akad karena hanya menggunakan satu akad utama
sebagai perjanjian pokok yaitu akad murabahah, sedangkan akad rahn
sebagai akad pelengkap karena emas merupakan barang dengan nilai
ekonomis yang tinggi serta agar nasabah dengan serius membayar hutang
angsuran kepada Pegadaian Syariah. Hukum jual beli emas secara
angsuran juga diperbolehkan karena sudah tertulis jelas dan diatur dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dari data yang di bahas pada
bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan ‘“Penentuan Margin Keuntungan
Produk Pembiayaan Murabahah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
Kota Malang” antara lain
1. Penentuan Margin Keuntungan Produk MULIA.

Produk MULIA merupakan produk pembiayaan jual beli emas
dengan akad murabahah. Murabahah emas di Pegadaian Syariah secara kredit
telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-
MUI/V/2010. Sistem operasional pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah
Landungsari Kota Malang memiliki proses yang cepat dan persayaratan yang
sangat mudah untuk dipenuhi nasabah. Nasabah hanya melampirkan Kartu
Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk melakukan pembiayaan produk
MULIA.

Margin keuntungan produk MULIA di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Landungsari Kota Malang memiliki aspek yang harus dipenuhi oleh
nasabahnya. Standar Operasional Prosedur penentuan margin produk MULIA
mengatur bahwa terdapat 2 jenis margin keuntungan yang diterima nasabah
dalam melakukan pembiayaan MULIA di PT. Pegadaian Syariah. Peneliti
mendapatkan margin penjualan 2,5% vyaitu sebesar Rp. 15.725 dan margin
angsuran 3,94% yaitu sebesar Rp. 19.689. Margin penjualan merupakan

margin yang wajib diterima oleh nasabah atas transaksi-transaksi produk
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MULIA. sedangkan terdapat margin angsuran di karenakan peneliti
melakukan transaksi secara kredit. Biaya administrasi yang dibebankan
kepada peneliti masuk ke dalam klasifikasi total margin pada pembiayaan
tersebut.

Praktik lapangan dalam penentuan margin keuntungan pembiayaan
MULIA telah dijalankan PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota
Malang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional
Prosedur mengatur adanya margin penjualan dan margin angsuran serta
memasukkan biaya administrasi dalam menentukan total margin keuntungan
dalam produk pembiayaan MULIA. Dengan demikian, praktik lapangan
proses penentuan margin keuntungan pembiayaan MULIA telah dijalankan
dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Produk MULIA PT.
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang
2. Penentuan Margin dan Murabahah Emas dari Sudut Pandang

Bermuamallat Secara Syariat Islam

Penentuan harga jual dan margin keuntungan murabahah oleh
pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang tidak
menyalahi ketentuan bermuamallat secara syariat Islam. Hal ini dikarenakan
menurut Hadits Riwayat Imam Al Mawardi, al-Igna’ fii Hillil Alfadh Abi
Sujja’ (1/468) menyatakan bahwa menentukan harga dengan laba dinaikan
sekian persen diperbolehkan asalkan nasabah atau pembeli tidak keberatan
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Unsur

bermuamallat suka sama suka juga telah diatur dalam Al Qur’an Surat An-
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Nisa ayat 29 dan Pegadaian Syariah dalam pembiayaan MULIA ini sudah
menjalankan sesuai yang disyariatkan Al Qur’an dan Hadits.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010
memperjelas praktik murabahah emas secara angsuran. Transaksi emas
dilakukan secara kredit menurut Ijma ulama dilakukan atas dasar emas yang
sifatnya tidak dijadikan sebagai alat tukar melainkan sebagai komoditi barang
untuk perhiasaan atau investasi. Transaksi Emas dengan mata uang yang
merupakan transaksi barang ribawi dan non ribawi menyatakan bahwa
transaksi tersebut boleh dilakukan secara angsuran. Mengingat mata uang
rupiah bukan termasuk klasifikasi barang ribawi.

5.2 Saran.
Peneliti telah mengemukakan kesimpulan diatas, maka peneliti
memberikan saran terkait penentuan margin murabahah adalah sebagai berikut :
1. Perlu adanya ketentuan dan aturan khusus terkait berapa margin yang
harus ditetapkan dalam pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Majelis
Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
2. Meminimalisir adanya asimetri informasi antara kantor pusat dan kantor
cabang PT. Pegadaian (Persero)
3. Memberikan sosialisasi terkait hanya ada satu akad dalam pembiayaan
MULIA agar masyarakat tidak ragu dalam melakukan transaksi karena

Rasulullah mengharamkan dua akad dalam satu transaksi muamallah.
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Pedoman Wawancara
Penelitian Skripsi

Skripsi Atas Nama . Fachri Maulida R / 14520053
Judul Skripsi . Analisis Penentuan Margin Keuntungan Produk

Pembiayaan Murabahah di PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Syariah (studi kasus produk
MULIA)

Narasumber : Bapak Dinal Selaku Assisten Manager PT.

Pegadaian (Persero)
Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Bagaimana prosedur akad murabahah di Pegadaian Syariah?

Jawaban :

akad murabahah di Pegadaian Syariah itu ada di dalam produk
MULIA (Murabahah Emas Mulia Untuk Investasi Abadi). Produk
produk syariah di Pegadaian syariah berlandaskan dari dasar dasar
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk
produk MULIA sendiri kita dasar hukumnya tentu saja yang pertama
adalah Al Qur’an dan Hadits, kalau untuk regulasi nya sendiri di
Indonesia kita diatur olen Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
77/DSN-MUI/V/2010. Jadi Pegadaian disini sebagai penyalur
pembiayaan atau penjual tetapi Pegadaian tidak memproduksi
barangnya, kita beli barang yang dipesan nasabah di PT. ANTAM.
Produk MULIA ini akad yang utamanya adalah akad murabahah,
terkait pembiayaan secara kredit maka nasabah diharuskan untuk
menitipkan barangnya ke Pegadaian tanpa adanya biaya tambahan
karena untuk meminimalisir kejahatan dari nasabah ya kita gamau
ambil risiko karena emas sendiri punya nilai ekonomis yang tinggi.
Dan pada saat angsuran dan dilunasinya pun harganya tetap sama
sesuai harga awal akad tidak boleh berubah berubah. Waktu nasabah
menjaminkan menyimpan barangnya di Pegadaian atas transaksi
kredit kita memberikan akad rahn tanpa adanya biaya tambahan.



2. Apa saja yang dibutuhkan nasabah agar bisa melakukan pembiayaan produk
MULIA?

Jawaban : Persyaratan nya mah mudah, gampang dan kiranya kita memudahkan
untuk dapat memudahkan akad nasabah juga dalam kepemilikan emas.
Kita cuma meminta Kartu Tanda Penduduk yang asli dan foto copynya
untuk berkas nasabah di Pegadaian Syariah. Kecuali kalau jumlah
pembiayaan besar lebih dari Rp. 5.000.000 maka kita harus meminta
slip gaji, surat tempat tinggal, kartu keluarga dan bahkan npwp
tujuannya untuk kita bisa melihat seberapa mampu nanti nasabah untuk
membayar angsurannya jadi kita meminimalisir angsuran macet

3. Bagaimana Pegadaian Syariah dalam menentukan margin keuntungan produk

MULIA ini?

Jawaban : margin pembiayaan MULIA ini ada dua, yaitu margin penjualan dan
margin angsuran. Margin angsuran sebenarnya sunah itu ada juga
karena transaksi pembiayaan secara kredit. Jadi jika nasabah
melakukan pembiayaan secara tunai ya kita hanya memberikan margin
penjualan saja besarannya menggunakan prosentase seperti yang
sudah kita atur dalam standar operasional prosedur. Kalau margin
penjualan tetap sebesar 2,5% tapi jika margin angsuran dimulai dari
4% dengan pembiayaan terendah sampai tertinggi kita memberikan
margin sebesar 20% itupun sesuai dengan jangka waktu pembiayaan
yang mereka pilih. Jadi kita menjalankan operasional produk di
Pegadaian Syariah ini semuanya diawasi mulai dari akad sampai
penentuan margin kita diawasi oleh sistem yang super canggih dan
tentu saja kalau urusan syriah ada MUI yang mengawasi apalagi kita
merupakan perusahaan BUMN jadi ya gaboleh lepas dari regulasi

regulasi pemerintah.



4. Apakah akad murabahah yang dijalankan pegadaian syariah sudah sesuai

dengan standar syariah?

Jawaban

. Insyallah dari segi menjalankan praktek MULIA ini kita sangat

berpedoman sekali dengan syariat syariat Islam yang diatur dalam Al
Qur’an maupun hadits. Kita punya buku yang didalamnya berisikan
hukum hukum syariat Islam tentang mua’amallah dari gadai syariah,
jual beli tunai/angsuran, sewa, pembiayaan mikro dan produk syariah
lainnya insyallah kita mengacu pada Al Qur’an dan Hadits. Terus kita
selalu update jika ada regulasi terkait fatwa fatwa dari MUI dan kita

langsung menetapkannya.
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